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ABSTRAK 

Yulinar Ilyas, Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa 

Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah), (Dibimbing oleh 

Dr.H.Mahsyar, M.Ag dan Badruzzaman, S.Ag,M.H). 

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yang kualitatif dan dalam 

pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Adapun yang menjadi sumber data yaitu pemerintah desa dan masyarakat.Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Adapulah teori yang digunakan yaitu teori transparansi, akuntabilitas, 

kesejahteraan Negara(Wefare State), dan Siyasah Dusturiyah.Hasil penelitian 

menyatakan (1) Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang yaitu 

masyarakat miskin yang manaa  lantai rumahnya tanah, dindingnya terbuat dari ijuk 

dan atapnya terbuat dari daun nipa, sakit menahun dampak covid-19. (2) Bentuk 

kebijakan pengelolaan bantuan yang diberikan yaitu yang dimana keputusan 

dilaksanakan dengan cara musyawarah  dihadirih oleh pemerintah desa maupun 

masyarakat desa,observasi yang ddilaksanakan secara terbuka. Adapun kebijakan 

yaitu menganggarkan UMKN kepada masyarakat melalu BUMDES, dan dan 

memberikan bantuan yaitu BLT (3) persfektif siyasah dusturiyah terhadap 

pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu yaitu bahwa dalam proses 

penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Leppangang Kabupaten 

Pinrang sudah tepat sasaran namun disini pemerintah desa harus memberikan 

penjelasan kepada masyarakat yang kurang paham tentang peraturan-peraturan atau 

syarat-syarat yang berhak menerima bantuan,agar masyarakat yang tadinya menerima 

lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau dia di alihkan ke bantuan lain atau 

tahun depan dia bisa menerima lagi. Sehingga penyaluran dalam program bantuan 

langsung tunai ini sesuai dengan tujuan awal yaitu mensejahterakan masyarakat. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan bantuan, masyarakat sejahtera 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

1. Konsonan 

Fenomena Konsonan bahasa Arab yag dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab an literasinya kedalam huruf lain 

Huruf Arab Nama Huruf Lain Nama 

 ا
Alif Tidak diambangkan Tidak dilambangkan 

 ة
Ba B Be 

 ت
Ta T Te 

 خ
Tha Th Ted an Ha 

 ج
Jim J Je 

 ح
Ha H Ha (dengan titik dibawah) 

 خ
Kha Kh Ka dan Ha 

 ز
Dal D De 

 ش
Dhal Dh De dan  ha 

 ض
Ra R Er 

 ظ
Zal Z Zet 

 غ
Sin S Es 

 ؾ
Syin Sy Es dan ye 

 ص
Shad 

ṣ 
Es (dengan titik dibawah) 

 ض
Dad 

ḍ 
de (dengan titik di bawah) 
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 ط
Ta 

ṭ 
te (dengan titik dibawah) 

 ظ
Za 

ẓ 
Zet (dengan titik dibawah) 

 ع
„ain „ Koma terbalik keatas 

 غ
Gain G Ge 

 ف
Fa F Ef 

 ق
Qof Q Qi 

 ن
Kaf K Ka 

 ل
Lam L El 

 و
Mim M Em 

ٌ 
Nun N En 

ٔ 
Wau W We 

ِ 
Ha H Ha 

 ء
Hamzah ‟ Apostrof 

٘ 
Ya Y Ye 

Hamza () yang terletak dibawah ata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („) 

2. Vokal 

1) Vokal Tunggal (monoftong) Bahasa Arab yang lambing berupa tanda 

atau harakat, transliteringnya sebagai  berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ا  
Fathah A A 

 اِ 
Kasrah I I 
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 ا  
Dammah U U 

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabunngan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ْ٘  ۔ 
Fathah dan ya Ai A dan i 

 ْٔ  ۔ 
Fathah dan wau Au A dan u 

Contoh: 

 kaifa : ڲڧ  

ل   ْٕ  haula : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya  berupa harakat dan huruf, 

tranliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 ۔ ا/۔٘ 
Fathah dan alif atau ya 

Ā 
a dan garis diata 

 ْ٘  ۔ِ
Kasra dan ya 

Ī 
I dn garis diatas 

 ْٔ  ۔ 
Dammah dan wau 

Ū 
U dan garis diatas 

Contoh 

بت    māta :  ي 

ٗ ي   ramā :  ض 

ْٛم    qīla :  لِ

ت   ْٕ  ً  ٚ : yamūtu 

4. Ta Marbuta 

Tranliterasi untuk ta marbuta ada dua: 
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1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah [t] 

2) Ta marbutah yang mati atau  mendapat harkatsukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbuta diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sedang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh; 

ُةِّ  ة انر  ض  ْٔ  Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah : ض 

ُْٚ ة انْف بضِه ةِ  سِ  ً  Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah : ا نْ

ة    ً  Al-hikmah :  ا نْحِكْ

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan  

sebuah tandah tasydid (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah, contoh: 

ثَُّ ب  Rabbanā : ض 

ُْٛ ب  Najjainā : َ رَّ

ك    Al-Haqq : انْح 

د    Al-Hajj : انْح 

ى    Nu‟ima : َ عِّ

  ٔ س   Aduwwun„ : ع 
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Jika huruf ٖ bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

( ّ٘  .maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i) ,(۔ِ

Contoh:  

  ٙ ثِ  Arabi (bukan „Arabiyy atau „Araby)„ : ع ط 

  ٙ هِ  Ali (bukan „Alyy atau „Aly)“ : ع 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti 

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

 :Contoh .(ـ)

Contoh: 

ػ   ًْ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  ا نْش 

ن ة نْع   al-zalzalah (bukan az-zalzalah)  :  ا نعَّ

 al-falsafah :  ا نْف هؽ ف ة  

 al-bilādu :  ا نْجلِا ز  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh: 

  ٌ ْٔ ط   ta‟murūna  :  جأي 
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ء   ْٕ  ‟al-nau  :  انَُّ

ء   ْٙ  syai‟un :  ش 

 umirtu  :  ا يِطْت  

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak 

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dar Qur‟an), 

Sunnah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur‟an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi „umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-Jalalah (ه  (الًّل

Kata “Allah” yang didahuilui partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai  mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. Contoh: 

ٍ  اًللِّٰ  ْٚ   billah  ثِب لًلِّ     Dīnullah زِ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ةِاًللِّٰ   ً حْ ْ ىْ فِٙ ض     Hum fī rahmmatillāh 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia 

yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf 
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awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. 

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 

terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 

huruf kapital (Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‟a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‟an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, 

Naṣr Hamīd Abū) 

B. Daftar Singkat 

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah: 

swt.  = subḥānāhu wa ta„āla 

saw.  = ṣallallāhu „alaihi wa sallam 

a.s  = „alaihi al-sallām 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.   = Lahir Tahun 
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w.  = Wafat Tahun 

QS../..: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 

HR  = Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab 

 صفحة =        ص

 ثسٌٔ يكبٌ =        زو

صهٗ انهٓعهٕٛٓؼهى=            صهعى   

 طجعة=                 ط

 ثسٌٔ َبشط=                زٌ

 ٳنٗ آذطْب/إنٗ آذطِ=                اند

 جعء=                 ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di 

jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut: 

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena 

dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, 

maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang 

tidak menyebutkan nama penerjemahnya 
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Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya 

digunakan juz. 

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala 

seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam mewujudkan tujuan bernegara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesejahteraan sosial. 

Dalam mewujudkan kehidupan yang layak bagi masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan sosial, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial maka sesuai dengan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Terdapat dalam Pasal 4 “Salah satu tujuan ditetapkannya Undang-

Undang Desa adalah memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 

kesenjangan pembagunan nasional”. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan 

dalam pengankatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia sendiri masalah 

kemiskinan banyak diperbincangkan karena merupakan masalah soial yang ironis.
1
 

Pemerintah daerah maupun desa dalam menjalankan hak, kewajiban dan 

kewenangan dalam menigkatkan kemampuan dan potensinya diharapkan mampu 

melaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab dengan kesadaran yang tinggi 

sebagai salah sasatu prinsip yang ada dalam Good governance. Good governance di 

istilahkan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang baik. Good Governance adalah 

merupakan dasar syarat dan landasan untuk pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 

                                                           

1
 Suprizal R, Srategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan DiDesa Teluk Pulai 

Kecamatan Pasir Limau Kapas, (Skripsi Sarjana: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Medan 2019), 

h.1 
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Negara dengan birokrasi pemerintaan dituntut untuk merubahpola pelayanan diri 

birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sector swasta sebagai pengelola 

sumber daya diluar Negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan 

konstribusi dalam usaha pengelolaan keterlibatan organisasi masyarakat sebagai 

kekuatan penyeimbangan Negara. Namun cita Good Governance kini suda menjadi 

bagian sangat serius wacana pengembanngan paradikma birokrasi dan pembagunan 

kedepan karena peran implementasi dari prinsip Good Governance adalah untuk 

memeberikan ekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan pada 

stakehoulders dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
2
 

Pemberian bantuan masyarakat kurang mampu tersebut dalam pelaksanaannya 

harus dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Sulistiyani 

transparansi atau keterbukaan serta akuntabiitas atau bertanggung jawab adalah dua 

hal yang harus disertakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun 

penyelenggaraan perusahaan yang baik. Secara umum memberikan informasi secara 

terbuka kepada pubik mengenai aktifitas ataupun kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah, tidak hanya berupa informasi keuangan saja tetapi harus memeberikan 

keterangan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 

Proses pengelolaan dana desa tidak hanya prinsip saja, tetapi didalamnya juga 

terdapat asas-asas pengelolaan keuangan desa yang juga harus dipatuhi yang dikelola 

berdasarkan asas-asa akuntabel, transparantif, dan dilakukan secara tertib dan disiplin 

anggaran. 

                                                           
2
 Badruzzaman  Nawawi,  Perbandingan Hukum Tata Negara (Menelisik Ketatanegaraan Serta 

Politik Negara Maju dan Berkembang), (Jogja: CV. Mine Yogyakarta, 2020), h.69-71 



3 

 

 

 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti memimpin, mengendalikan,mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih 

maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses 

yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan 

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan 

bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari 

perencanaan, pengorgaisasian, pengarahan dan pengawasan usah-usaha para anggota 

organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar 

mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

Pertumbuhan anggaran pendapatan di suatu Negara menjadi suatu hal yang 

sangat penting, karena gambaran dari anggaran pendapatan dapat menentukan kondisi 

keuangan suatu Negara dan dapat menunjukkan kondisi keuanga suatu daerah.Di 

Indonesia terdapat dua jenis anggaran pendapatan yaitu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) ialah data yang penting 

pengelolaan dalam keuangan daerah di Indonesia yang ditetapkan harus dengan 

peraturan daerah sebelum dimulai tahun pelaksanaan. Maka dari itu penyusunan 

program kerja akan dibiayai oleh APBD akan dilaksanakan satu tahun sebelum waktu 

pelaksanaannya, maka dari saat pelaksanaan anggaran yang akan dilakukan 

penyusuaian atau perubahan anggaran pada sebagai mana mestinya ditentukan 

peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 adalah tentang pengelolaan keuangan 

daerah. 
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Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas 

yang bersumber dari dana desa untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa. 

Diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria tersebut:  

a. Keluarga miskin atau tidak mampu berdomisili di desa bersangkutan dan 

diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategorikemiskinan 

ekstrem.  

b. Kehilangan mata pencarian 

c. Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun kronis, keluarga 

miskin penerima jaringan pengaman lainnya yang terhenti baik yang bersumber 

dari APBD dan/atau APBN.  

d. Keluarga miskin yang terdampak Corona Virus Disiase (Covid-19) dan belum 

menerima bantuan  atau  

e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia.
3
 

Desa Leppangang merupakan desa yang berada di Kecamatan Patampanua 

Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan yang sebagai salah satu penerima bantuan yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dianggap kurang mampu. Tetapi 

yang menjadi permasalahannya terdapat pada kriteria penerima bantuan. Problema 

seperti ini sudah menjadi topik utama saat ini. Dimana kriteria seperti apa yang dapat 

dianggap berhak sebagai penerima bantuan tersebut masi belum jelas. Jika dilihat dari 

fenomena yang ada, beberapa penerima bantuan bisa dianggap masyarakat mampu. 

Beberapa masyarakat berpendapat bahwa sasaran penerima bantuan dianggap masi 

belum tepat sasaran oleh masyarakat. Pada kasus ini, diharapkan mampu memperjeles 

                                                           
3
 Peraturan Menteri Keuangan Republic Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang 

Pengelolaan Dana Desa Pasal 33 Ayat 1, h.42-43. 
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bagaimana kriteria penerima bantuan tersebut sehingga tidak terjadi kesalapahaman 

antara masyarakat yang menyebabkan kerusuhan dalam pelaksanaan penerima 

bantuan tersebut. Pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah harus lebih 

selektif lagi. 

Kemiskinan merupakan fenomena yang masi sulit dipercaya bangsa Indonesia. 

Kemiskinan juga memunculkan berbagai masalah baru seperti kebodohan, 

pegangguran, kelaparan, kesenjangan sosial, kesejahteraan, dan kriminalitas. Dampak 

lain yang ditimbulkan oleh kemiskinan bukan hanya masalah  pemenuhan kebutuhan 

pokok semata, tetapi demand pendidikan juga ikut terabaikan. Hal ini dbuktikan 

dengan angka putus sekolah yang meningkat, bahkan masyarakat miskin sampai tidak 

mampu melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga menimbulkan 

pengangguran. Pada dasarnya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh 

semua Negara  sepertiAmerika Serikat. Beban kemiskinan paling besar terletak pada 

kelompok-kelompok tertentu dan kaum perempuan pada umumnyamerupakan pihak 

yang dirugikan. Demikian pula dengan anak-anak, mereka juga menderita akibat 

adanya ketidakmerataan. Selain itu, kualitas hidup masa dean mereka juga ikut 

terancam, karena tidak tercukupnya gizi, pemerataan kesehatan, maupun pendidikan.
4
 

Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala.Pada masa lalu 

umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang panggan, tatapi miskin 

dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan moderen 

pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, 

dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman moderen. Mengatasi 
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 Sungkowo Edy Mulyono, Kemiskinan (Pemberdayaan Masyarakat), (Yogyakarta:Ombak 

2017), h.5 
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kemiskinan bukanlah usaha yang mudah dan sederhana, tatapi harus dilakukan 

dengan perencanaan yang terintegrasi dan terkoordinir dengan baik dengan  

bermacam-macam kebijakan yang harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah 

dan dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat dalam waktu 

yang relative panjang dan berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertari untuk melakukan 

penelitian dengan judul :Pengelolaan Bantuang Masyarakat Kurang Mampu Di desa 

Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Siyasah Dusturiyah) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang 

dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangnag 

Kabupaten pinrang? 

2. Bagaimana bentuk kebijakan pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu 

di desa Leppangang Kab. Pinrang? 

3. Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap pengelolaan bantuan 

masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kab. Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mengetahui bagaimana Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa 

Leppangang Kabupaten Pinrang 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan bantuan masyarakat kurang 

mampu di desa Leppangang Kab. Pinrang 
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3. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap 

pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kab. 

Pinrang 

D. Kegunaan Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis 

a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan 

memberikan wawasan maupun pengetahuan baru. 

b) Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan dan menambah 

pengetahuan bagi pembaca . 

2. Kegunaan Praktis 

a) Bagi peneliti, mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai 

pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di desa Leppangang 

Kabupaten Pinrang. 

b) Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui bentuk pengelolaan bantuan 

bagi masyarakat yang kurang mampu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tujuan dari tinjauan dari hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh 

gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya 

sehingga penelitian yang searang tidak mengulangi apa-apa yang dilakukan. 

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh 

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Suprizal.R, Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dengan judul Strategi 

Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulai Kecamatan 

Pasir Limau Kapas. Persamaan dari penelitian penulisan penelitian ini adalah sama-

sama menkaji tentang masyarakat yang kurang mampu atau kemiskinan dan metode 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya 

adalah terletak pada studi kasus atau tempat penelitiannya.
5
 

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh 

Penelitian yang kedua yag dilakukan oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, 

Lely Indah Mindari fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. 

Dengan Judul Peran Pemerintah Desa Dalam memberdayakan Masyarakat Desa 

(Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). Persamaan dari 

penelitian penulisan penelitian sama-sama mengkaji tentang Pemerintahan Desa dan 

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang 
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Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas, Medan, 2019, h.1. 
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pengelolaan bantuan bagi masyarakat kurang mampu sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindari membahas 

tentang pemberdayaaan masyarakat.
6
 

3. Penelitian yang ke tiga dilakukan oleh 

Penelitian yang ke tiga dilakukan oleh A. Nur Achsanuddin UA, A. Nur 

Fitriani, dan Feni Melinda Fakultas Ilmu Ekonomi Stadi Pembagunan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul upayah 

pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Ulujangang 

Kec. Bontolempangan. Persamaan dari penelitian penulis penelitian sama-sama 

mengkaji tentang kesejahteraan masyarakat, sedangkan perbedaannya adalah 

penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pengelolaannya untuk bantuan 

masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh A. Nur Achsanuddin UA, A. 

Nur Fitriani, dan Feni Melinda membahas tentang upaya dari pemerintahan desanya.
7
 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Transparansi 

Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan dibidang manajemen berarti 

adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Dilembaga pendidikan, bidang 

manajemen keuangan yang transparan berarti adannya keterbukaan dalam 

manajemenkeuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuanga dan 

                                                           
6
Ita Ulumiyah, Abdul Juli Andi Gani, Lely Indah Mindari,  Peran Pemerintah Desa Dalam 

memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten 

Malang), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 5, h.890. 

7
 A. Nur Achsanuddin UA, A. Nur Fitriani, dan Feni Melinda, Upayah Pemerintah Desa Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujangang Kec. Bontolempangan, Jurnal Ekonomi 

Balance Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Vol 31, No 1, 2017, h.140. 
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jumlahnya, rinciaan penggunaan, dan tanggungjawabnya harus jelas sehingga 

memudahkan pihak-pihakyang berkepentingan untuk mengetahuinya.
8
 

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, menjelaskan bahwa 

transparansi merupakan memberikan informasi keuagan kepada masyarakat secara 

terbuka dan jujur dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk 

mengetahui pertanggungjawaban pemerintah terhadap sumber daya yang mereka 

percayakan untuk dikelola dan ketaatan pemerintah terhadap peraturan perUndang-

Undangan.
9
 

Menurut Mahlel, Ridwan dan Nasirwan, tujuan transparansi yang dapat 

dirasakan pihak berkepentingan dalam pengelolaan keuaangan yaitu:
10

 

a) Mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan dilandasi 

kesadaran masyarakat sebagai bentuk dari kontol sosial. 

b) Menghindari perbedaan persepsi 

c) Mendorong masyarakat dalam bertanggungjawab dan bertanggung gugat 

terhadap keputusan 

d) Membangun kepercayaan semua pihak dalampelaksanaan kegiatan. 

Menurut Mardiasmor dalam Yuli transparansi memiliki karakteristik yang 

meliputi:
11

 

                                                           
8
 Ahmad Qurtubi, “Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori Dan Implementasi)”, (Surabaya: 

CV. Jakad Media Publishing, 2019), h. 250. 

9
 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2010 

Lampiran I. 01, h.7 

10
 Mahlel, Ridwaan dan Nasirwan, Akuntabilitas dan Transparansi berbasir bagi hasil, 

Jurnal:EBIS Vol 2, No 2, 2016),h.9 

11
 Yuli Handayani, Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas Publik terhadap Pengelolaan 

Keuangan Partai Politik (Studi pada 9 partai Politik di Kota Bandung), (skripsi Sarjana; Ekonoi: 

Bandung, 2015), h.20. 
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a) Impormatif, dengan memberikan informasi berupa prosedur, data, fakta 

dan sebagainnya kepada stakeholder yang membutuhkan secara akurat, 

jelas,tepat waktu, mudah diakses, dapat diperbandingkan dan memadai. 

b) Pengungkapan, pengungkapan yang dilakukan kepadamasyarakat atas 

aktifitas dan kinerja finansial yang meiputi kondisi keuangan, susunan 

pengurus, dan bentuk perencanaan dari hasil kegiatan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 

Tahun 2007,tentang pedoman pengelolaan keuangan daera, dinyatakan transparansi 

adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyrakata untuk mengetahui dan 

mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi 

menjamin akses atau kebebasan lagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang peyelenggaraan pemerintah,yakni informasi tentang kebijakan, proses, 

pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
12

 Secara umum 

transparansi merupakan keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yagdiambil 

pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan antar pemerintah dan 

masyarakat melalui penyedian informasi dan menjaminkemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang memadai. 

Transparansi dalam dunia usaha merupakan pengungkapan setiap keijakan atau 

aturan yang akan atau yang telah ditetapkan perusahaan.Transparansi adalah prinsip 

yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh  informasi 

tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang 
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 Abdul Manan, Analisis Penerapan Pedoman Akutansi Keuangan Desa Dalam Mewujudkan 

Akuntabilitas Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Pada Pekon Srimenganten Di 

Kecamatan Pulau Panggung, Kabupate Tangamus), (Skripsi :Universitas  islam Ngeri Raden Intan 

Lampung, Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Islam). 
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dicapai. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan bahwa transparansi 

memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secaraterbuka 

danmenyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalampengelolaan sumberdaya 

yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan undang-undang. Dengan 

demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang 

rakyat dari tindakan korupsi, serta dengan adanya transparansi para pemegang 

kekuasaan dapat mencerminkan sikap keterbukaan. 

Faktor-faktor yang ndesak dilakukannya transparansi keuanga oleh pemerintah 

daerah yaitu adanya tuntutan public dalam peningkatan efesiensi dan efektifitas 

belanja publik; kemajuan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan 

transparansi; ditetapkan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan 

informasi publik dan kebebasan menyatakan pendapat sehingga masyarakat memiliki 

kebebasan menuntut hak-hak publik baik secara lisan maupun tulisan.
13

 

a. Dasar Hukum Transparansi Menurut Islam 

Dalam hubungannya dengan islam, konsep transparansi (keterbukaan 

informasi) telah ditetapkanoleh Allahdalam Q.S.Al-Baqarah ayat 282: 

 

ُ ك ىْ ك ب ْٛ نْٛ كْح تْ ث   ٔ  ۚ  ِ ٗ ف بكْح جٕ  ًً ؽ  مٍ ي  ٰٗ أ ج  ٍٍ إِن  ْٚ ُْح ىْ ثِس  ا إِش ا ج س اٚ   ُٕ ٍ  آي  ب انَّصِٚ  ٓ جِت  ثِبنْع سْلِ ٚ ب أٚ    

Terjemahnya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang 

piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannyadegan 

benar…”
14
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 Agustinus Salle, Makna Transparansi DalamPengelolaan Keuangan Daerah, Jurnal Kajian 
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Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur‟an dan secara jelas berisi 

perintah tentang praktek pencatatan dalam transaksi ekonomi, praktek akutansi. 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan manusiaa agar menuliskan segala catatan, 

terlebih lagi adalah catatan utang-piutang, ayat ini sebagai dasar pentingnya 

pencatatan dalam akuntansi. Dalam surah lain Allah menyebutkan prinsip-prinsip dan 

asas-asas yang telah dijelaskan diatas sesuai dengan dalil Al-Qur‟an perintah kepada 

manusia agar menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan berlaku adil. 

2. Teori Akuntabilitas 

Menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi, 

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban pengelolaan sumber daya serta 

pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepada identitas dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan secara periodik.
15

 Dengan kata lain akuntabilitas merupakan suatu 

konsep yang tidak bisa dilepaskan dari aspek kehidupan bernegara. Secara etimologi 

akuntabilitas memiliki akar sejarah yang terkait dengan akutansi. Meskipun dalam 

perkembangannya, istilah “akuntabel” dan “akuntabilitas”tidak lagi terbatas pada 

konsep administrasi keuangan melainkan berkembang hingga aspek politik dan tata 

kelola pemerintahan (Bovens, 2014).
16

 Menurut Salvatore Schiavo-Campo dan 

Daniel Tommasi dalam Menaging Government Expanditure (Asian Development 

Bank, 1999) sasaran kunci manajemen keuangan public terbagi menjadi empat 

katgori, yakni dimensi ekonomi/financial, dimensi manajemen, dimensi kepentingan 

publik, dan dimensi politik.Pengawasan dana desa yang dialokasikan dalam APBN 
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 Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 tahun2010 

lampiran II.01 tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintah, h.7 

16
 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara: 

Studi Kasus Empat Tahun Anggaran (2015-2018) (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara 

Badan Keahlian Dpr RI), h.5 
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2015 ini dapat kita pandang dari dimensi kepentingan public. Sasaran kunci 

manajemen keuangan public dari dimensi kepentingan public berupa transparansi, 

akuntabilitas, dan oriantasi pada kepentingan masyarakat.
17

 

Menurut Merdiasmo, akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah 

untuk memberikan pertanggung jawaban,menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segalah aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada 

pihak pemberi amanah yang memilki hak dan kewenangan untuk meminta 

pertanggung jawaban tersebut.
18

 

Menurut Elvira Akuntabilitas pemeritah dalam penyelenggaraannya dapat 

diketahui jika pemerintah memberitahu kepada masyarakat mengenai sumber daya 

dan sumber  dana beserta dengan penggunaannya.
19

 

Menurut Tuner dan Hulme, akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks 

yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas 

keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan kepada pertanggung 

jawaban horizontal (masyarakat) bukan haya pertanggung jawaban vertical (otoritas 

yang lebih tinggi).
20

 

Lembaga administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas, sebagai kewajiban 

seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber 
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 Muchsin, Mengawal Dana Desa, Artikel dalam harian kompas 10 Januari 2015 

18
 Ony Widilestariningtiyas dan Irwan Permana, Implementasi Transparansi Dan Akuntabiltas 

Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lporan Keuangan Daerah, h.69 

19
 Elvira Zeyn, Pengaruh Penerapan Good govermance dan Standar Akuntansi pemerintah 

terhadap Akuntabilitas Keuangan, Jurnal Trikomonika, Vol 10 No 1, 2011, h.55 

20
 Hasya K. Tahir dkk,. Faktor-faktor Yang Memepengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas 

Kinerjainstansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Sulawasi Utara, h.39 
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daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik. 

Secara umum akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban yang harus 

dilakukan, dimana kewajiban itu adalah mempertanggung jawabkan segalah sesuatu 

yang akan, telah dan sedang dilakukan untuk menciptakan transparansi antar 

organisasi, kelompok, ataupun masyarakat. 

Ada 2 (dua) syarat terbangunnya akuntabilitas yaitu:
21

 

a) Adanya transparansi para penyelenggara dengan menerima masukan dan 

mengikut sertakan berbagai komponen. 

b) Adanya standar kierja disetiap institusi yang dapat diukur dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya. 

Akuntabilitas akan terwujud jika terdapat transparansi dalam pembuatan 

laporan keuangan. Menurut Soponah, ciri-ciri pemerintah yang akuntabel yaitu:
22

 

a) Penyajian informasi secara cepat, tepat dan terbuka kepada masyarakat 

b) Memberikan pelayanan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat 

c) Memberikan ruanag kepada publik untuk terlibat dalam proses 

pemerintahan dan pembagunan 

d) Dapat mempertanggung jawabkan dan menjelaskan setiap kebiakan  

kepada masyarakat 

e) Memilki sarana public untuk menilai pencapaian pemerintah 
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 Rkhmat, Administrasi Dan Akuntabilita, (Yogyakarta:CV Andi Ofiset, 2018), h.140 
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 Anggi Intiyas Dan Ika, Akuntabilitas dan transparansi Pelaporan Keuangan 
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a. Macam-macam Akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggung 

jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau 

badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memilki hak 

atau berkewenang untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Menurut 

Mohammad, ada 3 jenis akuntabilitas yaitu:
23

 

1) Akuntabilitas keuangan : Pertanggung jawaban yang mencakup laporan 

keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta 

pengeluaran. 

2) Akuntabilitas manfaat : Pertanggung jawaban yang mencakup terkait 

hasil pencapaian tersebut adalah efektifitas. 

3) Akuntabilitas prosedur : Pertanggung jawaban terkait dengan pentingnya 

prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas, 

serta kepastian hukum. 

b. Bentuk-bentuk Akuntabilitas 

Menurut Rose Jidi jenis akuntabilitas dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu:
24

 

1) Akuntabilitas Internal 

Berlaku bagi setiap tingkatan organisasi interna penyelenggaranan 

pemerintah Negara termasuk pemerintah dimana setiap pejababt atau 

pengurus public baik individu maupun kelompok secara hirarki 

erkewajiban untu mempertanggung jawabkan kepada atasan langsung 

                                                           
23

 Rahmi Fajri, Dkk,. Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

(ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketinan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang), Jurnal Vol 3 

No7), h.1100 
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 Muhammad Ridwan, Dkk,. Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis 
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mengenai perkembangan kinerja kegiatannya secara periodic. Keharusan 

dari akuntabilitas internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dalam 

instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah (Akip). 

2) Akuntabilitas Eksernal 

Melekat pada setiap lembaga Negara sebagi suatu organisasi untuk 

mempertanggung jawabkan semua amanat yang telah diterima dan 

dilaksanakan ataupun perkembangannya unuk dikomunikasikan kepada 

pihak eksternallingkungannya. Terdapat lima dimensi akuntabilitas yang 

harus dipenuhi oleh organisasi sector public. 

3) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  

Akuntanbilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap 

hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam organisasi,sedangkan 

akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan 

jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegaknya 

supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya 

Pratik organisasi yang sehat.  

4) Akuntabilitas Manajerial 

Akuntabilitas majerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas 

kinerja merupakan pertanggung jawaaban untuk melakukan pengelolaan 

organisasi secara efektif dan efesien. 

5) Akuntabilitas Program 

Akuntabilitas program juga berarti pemprograman organisasi hendaknya 

merupakan program yangbermutu dan mendukung srategi daam 
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pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus 

bertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada 

pelaksanaan program. 

6) Akuntabiltas Kebijakan 

Lembaga-lembaga public hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 

kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dana di masa 

depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimangkan apa tujuan 

kebijakan tersebut, menjaga kebijakan itu dilakukan. 

7) Akuntabilitas Finansial 

Akuntabilitas finansial merupakanpertanggung jawaban lembaga-lembaga 

public untukmenggunakan dana public secara ekonomis, efesien dan 

efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. 

Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama 

masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga public 

untuk membuat laporan keuangan untuk mengambarkan kinerja finansial 

organisasi kepada pihak luar. 

c. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam 

Akuntabilitas dalam perspektif islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat 

dalam tataran horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertical yaitu kepada 

Allah Swt. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan 

pertanggungjawaban seseorang manusia sebgai khilafa di bumi kepada sang pencipta 

yaitu Allah Swt karena apapun yang telah dititipkankepada manusia merupakan 

amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawbkan apa yang telah 

dikerjakan atau perbuatan. 
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Pengertia akuntabilitas dalam segi akuntabilitas, akuntabilitas adalah upaya atau 

aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar melalui proses-proses 

akuntasi. Pertangungjawabkan pengungkapan tersebut ditujukan kepada Allah dan 

kepada manusia. Pengungkapan pertanggungjawaban kepada manusia dapat melalui 

laporan pertanggungjawaban baik berupa laporan keuangan maupun laporan 

pelaksanaan kegiatanlainnya. Akuntabilitas juga terkait dengan peran sosial dimana 

muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan 

umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telh tercapai. 

Selanjutnya yang menjadi indicator pelaksana akuntabilitas dalam perspektif islam 

adalah:
25

 

1) Segala aktifitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan 

ummat sebagai perwujudan amanat yang diberikan oleh Allah kepada 

manusia sebagai khalifa. 

2) Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil 

3) Aktivitas oraganisasi tidak merusak lingkungan sekitar  

Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi 

 ٰٗ بَ بتِ إِن  ا الْْ ي  زٔ  ٌْ ج ؤ  ك ىْ أ  ط  ٌَّ اللَّّٰ  ٚ أيْ  ٌَّ اللَّّٰ  إِ ِّ ۗ إِ ب ٚ عِظ ك ىْ ثِ ًَّ ٌَّ اللَّّٰ  َعِِ ٕا ثِبنْع سْلِ ۚ إِ  ً ٌْ ج حْك  ٍ  انَُّبغِ أ  ْٛ ح ىْ ث  ًْ ك  إشِ ا ح   ٔ ب   ٓ هِ ْْ  أ 

ٛعًب ث صِٛطً  ًِ ٌ  ؼ  ب اك   

Terjemahnya: 

Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimannya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang 
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 Muhammad Ridwan, Dkk,. Akuntabilitas Dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis 
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memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar maha 

melihat.
26

 

 

Menurut pandangan islam juga terdapat konsep amanah yang menuntut adanya 

pertanggungjawaban. Karena semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah 

kepada manusia sebagai khalifah di bumi dan di akhirat kelak harus 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban dalam Al-Qur‟an terdapat dalam surah 

Al-Qiyamah ayat 36.
27

 

ن  ؼ سًٖ ٌْ ٚ حطْ  ٌ  أ  ب َْؽ   أٚ  حْؽ ت  الِْْ

Terjemahnya : 

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggungjawaban)
28

 

 

3. Teori Kesejahteraan Negara  

Sebenarnya gagasan tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) disebut 

bukanlah suatu  gagasan yang baru. Ide tentang Negara Kesejahteraan (Welfare State) 

sudah lahir sejak sekitar abad ke-18. Menurut Bessant, watts, Dalton dan Smith 

(2006), ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy 

Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki 

tanggung jawab untuk menjamin the greatest  bappines (atau welfare) of the greatest 
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 Kementrian Agama RI, Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan, (Surabaya:Halim Publising dan 
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Raden Intang Lampung, 2020) 

28
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number of their citizens. Bentham menggunakan istilah „utility‟ (kegunaan) 

untukmenjelaskan konsep kebahagian atau kesejahteraan.
29

 

Teori Welfare State secara maknawi adalah Negara hukum kesejahteraan yang 

dijadikan sebagai grand theory analysis. Hal ini sesuai dengan problematika yuridis  

yang berkorelasidengan pengembangan konsep serta seputar diskursus tentang hukum 

kebijakan pelayanan publik. Disamping sebagai fondasi dasar dalam pembahasan 

buku ini, dalam konstitusi Negara Indonesia juga menegaskan secara tersirat 

didalamnya tentang konsep Negara hukum. Sejatinya, konsep Negara hukum yang 

menjamin tentang kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat, 

yang salah satunya adalah hak rakyat atas pelayanan dan keterbukaan aksesinformasi 

terhadap publik. 

Dalam konsep Negara hukum kesejahteraan, Negara memunyai kewajiban dan 

menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat, baik yang 

menyangkut kepentingan ekonomi, sosial,budaya, hukum, pendidikan, maupun dalam 

kepentingan politik. Hal ini tentu saja sejalan dngan pembukaan UUD 1945 

khususnya alinea IV yang menyebutkan;”…kemudian dari pada itu untuk membentuk 

suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajuka kesejahteraan umum….” (cetak 

miring dari penulis). Landasan tersebut menegaskan adanya “kewajiban Negara “ dan 

”tugas pemerintah” untuk melindungi dan melayani segenap kepentingan public, 

guna terwujudnya kebahagian seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan pula dengan 

keputusan UUD No. 25 Tahun 2009 tentang Peayanan Publik dan UUD 2008 tentang 
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Keterbukaan Informasi Publik yang pada hakikatnya dibentuk dengan tujuan untuk 

memberikan jaminan bagi setiap warga Negara untuk dapat mengakses dan mendapat 

pelayanan publik yang baik dan menyejahterakan sesuai dengan prinsip Negara 

hukum kesejahteraan. 

Konsep Negara Hukum Kesejahteraan atau welfare state pada umumnya 

antitesa sebagai Negara hukum sebelumnya, yaitu konsep Negara “penjaga malam” 

atau “nachwachterstaat”. Dalam perkembngan Negara sebagai “penjaga malam”, 

muncul gejala kapitalisme diranah perekonomian yang secara perlahan-lahan 

menyebabkan terjadinya kepincangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran 

bersama. Akibatnya, timbul jurang kemiskinan yang kian menunjukkan 

kecenderungan yang semakin menajam, hingga sulit dipecah oleh Negara yang 

difungsikan secara minimal. Kenyataan ini yang kemudian mendorong munculnya 

sebuah kesadaran baru mengenai pentingnya adanya keterlibatan Negara dalam 

menagani dan mengatasi permasalah ketimpanagan ini. Negara dianggap tidak dapat 

melepaskan tanggung jawabnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Negara perlu ikut campur dalam mengatur sumber-sumber kemakmuran agar tidak 

dikuasai oleh segelintiran orang. 

Sedangkan dari argumen klasik,  kekuasaan negara dipahami sangat terbatas,  

yang hanya sebagian menjaga ketertiban dan keamanan. Sedangkan Negara tidak 

boleh memasuki pergaulan hidup masyarakat atau perorang terlalu jauh karena 

dikhwatirkan akan berakibat mengurangi kebebasan dan kemerdekaan individu. 

Sedangkan pada abad yang ke-20, Negara hukum terus mengalami sebuah 

perkembangan, penyelenggaraan Negara ini telah menyebar untuk mengatur berbagai 

persoalan kehidupan masyarakat sehingga dari Negara hukum klasik menjadi Negara 
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hukum kesejahteraan. Oleh karena itu, Lunshof (1989), dalam Agussalim Andi 

Gadjong, mengemukakan unsur Negara hukum abad ke-20, sebagai berikut: 

1) Adanya pemisahan antara pembentuk Undang-Undang, pelaksanaan 

Undang-Undang, dan peradilan 

2) Bahwa penyusun pembentuk undang-undang secara deokratis 

3) Adanya asas legalitas 

4) Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia 

Dalam  sebuah Negara hukum kesejahteraan, tugasnya negara dan/atau 

pemerintah dalam mengadakan kepentingan umum menjadi lebih luas, hingga 

kemungknan melanggar kepentingan rakyat oleh perangkat Negara juga menjadi 

sangat besar. Untuk melaksanakansemuatugas tersebut, sehingga adaminstrasi Negara 

megiginkan merdeka, yaitu kemerdekan utuk selalu berusaha atas keiginan  

dirisendiri yang utama untuk menyelesaian persoalan penting yang akibatnya 

peraturan belum terlaksana. Sehingga, dalam pesoalan tersebut administrasi Negara 

dipaksa bertindak lebih cepat, yang tidak hanya menunggu perintah dari badan 

kenegaraan yang diserahkan funsi legislative. 

Karena demikian luas fungsinya pemerintah dalam konteks Negara hukum 

kesejahtera, maka tentu saja dapat semakin luas pula peran hukum administrasi 

Negara di dalamnya. Dengan demikian pula, maka sebuah tipe Negara hukum 

kesejahteraan, hukum administrasi Negara memunyai peranan yang sangat dominan 

didalam menyelenggarakan sistem pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan 

bersama dalam kehidupan masyarakat.Hal ini sangat wajar, apabila bertolak pada 

lahirny konsep Negara hukum kesejahteraan, dimana Negara sebelumnya dianggap 

hanya sebagai instrumen of fower, kemudian beralih pada pradigma bahwanegara 
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adalah sebagai “agent of service”, dan timbullah konsep Negara hukum 

kesejahteraan. Dalam konsepsi welfare state, manusia dilihat tidak hanya sebagai 

indifidu,bukan hanya sebagi anggota dan/atau warga dari kolektif dan bahwa manusia 

bukanlah semata-mata merupakan alat kepentingan kolektif akan tetapi juga untuk 

tujuan diri sendiri. 

Konsep Negara hukum kesejahteraan dalam perkembangan sosial telah 

mendesak perlunya diadakan pemikiran kembali mengenai adanya peradilan 

administrasi. Padahal dalam pradigma konsep Negara sebelumnya (negar hukum 

liberal), sukar sekali menerima secara terbuka adanya peradilan administrasi sebagai 

perpanjangan tangan hukum administrasi Negara.Kenyataan ini dimaksudkan untuk 

menjamin jangan sampai terjadi tndaka sewenang-wenang dari neara atau penguasa 

dalam menyelenggarakan pemerintahan. Maka, menurut Stahl, dalam kontek Negara 

hukum sebagaimana diajarkan oleh Imanuel Kant, kedua unsur pokokdari Negara 

hukum itu perlu ditambah dua unsur lagi, yaitu: 

1) Bahwa setiap tindakan harus berdasarkan undang-undang yang dibuat 

terlebih dahulu. Dalam hal ini, Negara baru dapat bertindak 

menyelenggarakan rakyat kalau suadah ada undang-undang untuk 

tindakan tersebut. 

2) Bahwa peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan antara 

penguasa dan rakyat dengan persyaratan, peradilan tersebut harus tidak 

memihak dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh ahli hukum dalam 

bidang tersebut 

Sedangkan mengenai penjabaran konsepsi Negara hukum (welfare staat), 

sehingga disimpulakan pembagian prinsip utama yang terdapat dalam konsepsi 
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Negara hukum kesejahteraan (welfare staat), sebagai berikut: (1) Bahwa prinsip 

dalam Negara hukum kesejahteraan, memandang tentang sistem pemisahan 

kekuasaan berdasarkan triaas politika sudah tidak relavan lagi. Pertimbangan-

pertimbangan efesiensi lebih penting daripada pertimbangan-pertimbangan dari sudut 

kepentingan politis sehingga peranan orang-orang eksekutif lebih penting daripada 

organ-organ legislatif; (2) Bahwa peranan Negara tidak terbatas pada menjaga 

keamanan dan ketertiban saja, tetapi dengan secara aktif berperanan dalam 

penyelenggaraan kepentingan rakyat baik dibidang soail, ekonomi, budaya, 

pendidikan, hukum, dan kepentingan lainnya, sehingga perencanaan (planning) 

merupakan alat yang penting dalam Negara hukum kesejahteraan (welfare staat); (3) 

Bahwa welfare staat merupakan Negara hukum materil yang mengutamakan keadilan 

sosial dan bukan persamaan formil; (4) Bahwa dalam konsep welfare staat, hak 

memili tidak lagi dianggapsebagai hakyang mutlak, akan tetapi dipandang 

memunyaifungsi sosial yang berti adanya batas-batas dalam kebebasan 

penggunaannya;(5) Bahwa dalam konsep welfare staat, peran hukum public semakin 

penting dan semakin mendesak keberadaan daripada hkum perdata. Hal ini 

disebabkan karena semakin luasnya peranan Negara dalam kehidupan sosial, 

ekonomi,budaya, hukum, pendidikan, dan lain sebagainnya.
30

 

C. Kerangka konseptual 

1. Pemerintahan Desa 

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “Swadesi” bahasa sangsekerta 

yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Diintrodusir 

pulah oleh sutarjo Kartohadikoesoemo bahwa/; “perkataan “desa”, “dusun”, “desi” 
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(ingatlah perkaataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “Negara”, 

“negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari 

perkataan Sanskrit (sangsekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”. 

Ateng Syafrudin juga memberikan informasi tentang istilah yang digunakan sebagai 

kesamaan istilah “desa”, yakni “swagarma (gramani), dhisa, marga, nagari, mukim, 

kuria, tumenggungan, negorey, wanua atau negory, manoa, banjar dan penanian.
31

 

  Dari istilah “desa” tersebut kemudian dalam bahasa jawa dipelintir menjadi 

kata “ndose” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau 

“pedalaman” atau yang punya sifat “kampong(an)”.Pemahaman ini sama persis 

dengan arti dari kata “kampong”, yankni kolot, kuno, lama, tradisionil. Istilah „Desa” 

dalam Kamus Besar Bahasa Indoneia diartikan sebagai “keatuan wilayah yang dihuni 

oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Sedangkan 

“Kampong” itu sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang 

mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan. 

Menurut Mashuri Maschab,
32

 apabila membicarakan „desa‟  di Indonesia, maka 

sekurang-kurangnya akan menimbukan tiga macam penafsiran atau pengertian. 

Pertama, pengertian secara sosiologi, yang mengambarkan suatu bentuk kesatuan 

masyarakat atau komunitas penduduk  yang tinggal dan menetap dalam suatu 

lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak 

kehidupan mereka relative homogen, serta banyak bergantu kepada kebaikan-

kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosisikan dengan suatu 
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masyarakat yang hidup secara sederhana. Pada umumnya dari sektor pertanian, 

memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masi kuat, sifatnya jujur dan 

bersajaha, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainnya. 

Kedua, pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat 

yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan 

alam di sekitarnya. Dalam pengertian yang ke dua ini, desa merupakan satu 

lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Ketiga, pengertian secara politik, dimana „desa‟ sebagai suatu organisasi 

pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang 

tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang 

ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “satu kesatuan masyarakat hukum yang 

berkuasa menyelenggarakan pemerintah sendiri”. 

Dalam konteks politik, sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa mengurus 

kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya 

sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk 

tampa diberikan oleh orang atau pihak lain.Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut 

memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan „daerah otonom‟ lainnya seperti 

kabupaten, kerisidenan dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah 

puat atau pemeintahan nasional.
33

 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa diartikan 

“sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
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untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui 

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubik Indonsia”, 

sementara pemerintahan desa dimaknai sebagai “penyelenggaraan urusan 

pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 

Pemerintahan Desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan pada bulan januari 2014. 

Kehadiran Undang-Undang ini dinilai meletakkan dasar-dasar perubahan bagi 

terwujudnya desa mandiri, sejahtera dan demokratis. Pasal 4 UU No.6 Tahun 2014 

menegaskan tujuan ditetapkannya Undang-Undang Desa sebagai berikut 

a) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada 

dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI; 

b) Memeberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam 

sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

c) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa; 

d) Mendorong prakarsa, gerakan dan partisifasi masyarakat desa untuk 

mengembangkan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama; 

e) Membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, 

terbuka serta bertanggung jawab; 

f) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna 

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; 
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g) Meningkatkan ketahan sosial budaya masyarakatdesaguna mewujudkan 

masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian 

dari ketahanan nasional; 

h) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembagunan nasional; dan 

i) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembagunan. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Konteksnya yaitu: 

a) Kewenangan Desa 

b) Keuangan Desa 

c) Kepala Desa 

d) Badan Permusyawaratan Desa 

2. Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti memimpin, mengendalikan,mengatur dan mengusahakan agar lebih baik, lebih 

maju serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses 

yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan 

pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. 

Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan 

yang dimulai dari perencanaan, pengorgaisasian, pengarahan dan pengawasan usah-

usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. 

Menurut Terry, mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.
34

 Pengelolaan 

                                                           
34

 Georgi R. Terry, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013), h.168. 



30 

 

 

 

tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor, 

instansi , maupun organisasi. Manejer yang baik selalu bekerja dengan langka-langka 

manajemen yang fungsional, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan 

dan mengontrol. Dengan demikian target yang dituju dengan mudah dapat dicapai 

dengan baik. 

a. Fungsi Pengelolaan (Manajemen) 

Fungsi-fungsi pengelolaan (manajemen) adalah serangkaian kegiatan 

yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan 

mengikuti tahapan satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. 

Fungsi-fungsi manajemen, sebagaimana diterangkan oleh Nickels, McHugh 

(1997), terdiri dari empat fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan.
35

 

1) Perencanaan atau planing 

Perencanaan atau planig, merupakan proses yang menyangkut 

upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan  dimasa yang 

akan dating dan penentuaan strategi dan taktik yang tepat untuk 

mewujudkan target dan tujuan organisasi. 

2) Pengorganisasiaan atau organizing 

Pengerorganisasian atau organizing, merupakan proses yang 

menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam 

perencanaan di desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan 

tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa 
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memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara 

efektif dan efesien gun pencapaian tujuan organisasi. 

3) Pelaksanaan atau directing 

Pelaksanaan bisa juga disebut sebagai pengimplementasian atau 

direkting,  merupakan suatu proses implementasi program agar bisa 

dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi 

agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan 

penuh kesadaran dann produktivitas yang tinggi 

4) Pengawasan atau Controling 

Pengawasan mempunyai peranan yang penting didelam sebuah 

organisasi, karena tidak dapat terlepas dari masalah ketertiban, penilaian, 

dan tujuan dari organisasi tersebut. Pengawasan adalah suatu proses yang 

menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang yang 

diselenggarakan sejalan dengan rencana. 

Pengawasan atau kontrolling, merupakan proses yang dilakukan 

untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 

diorganisasikan, dan implementasikan bisa berjalan sesuai dengan target  

yang diharapkan sekalipin berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan 

dunia bisnis yang dihadapi. 

b. Prinsip-prinsip Manajemen 

1) Pembagian kerja 

2) Wewenan dan tanggung jawab 

3) Disiplin 

4) Kesatuan Perintah 
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5) Kesatuan Pengarahan 

6) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan sendiri 

7) Pembayaran upah yang adil 

8) Pemusatan 

9) Hierarki 

10) Tata tertib 

11) Keadilan 

12) Stabilitas kondisi karyawa  

13) Iisiatif 

14) Semangat kesatuan 

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan 

organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat 

dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Powerwadarminta, 2006). 

Sedangkan menurut (Syamsi, 2008) pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan 

pengelolaan yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau yang 

memberikan pengawasan suatu hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan 

pencapaian tujuan dengan mengunakan tenaga orang lain. 

Menurut (Dewi , 2011) dalam kegiatan pengelolaan terhadap 8 unsur yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan, meliputi: 

a) Organisasi  

Kegiatan mengelompokkan dan menusun kerangka kerja, jalinan 

hubungan kerja sama di antara para pekerja untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

 



33 

 

 

 

b) Manajemen 

Kegiatan yang berfungsi merencanakan, mengorganisasikan, membina, 

menggerakkan, dan mengawasi degan tujuan agar kerja sama yang telah 

ditentukan dapat tercapai dengan baik. 

c) Komunikasi 

Kegiatan menyampaikan informasi dan ide dari seseorang kepada orang 

lain yang bersifat timbal balik, baik secara formal maupun non formal. 

d) Informasi 

Kegiatan menghinpung dan mengolah bergagai keterangan obyektif yang 

diperlukan dalam usaha kerja sama. 

e) Personalia 

Kegiatan mengatur dan mengurus penggunaan sumber daya manusia 

(SDM) yang diperlukan dalam usaha kerja sama. 

f) Perbekalan 

Kegiatan perencanaan, pengadaan, pengaturan dan penggunaan peralatan 

kerja dalam usaha kerja sama agar penggunaannya efektif dan efesien 

g) Humas 

Kegiatan menciptakan hubungan dan dukungan yang baik dari 

lingkungan internal maupun lingkungan eksternal terhadap usaha kera 

sama perusahaan 

3. Masyarakat Kurang Mampu 

Masyarakat Kurang Mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana 

ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan,dan kesehatan.Kemiskinan dapat di sebabkan 
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kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupunsulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan 

kompleks.Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah 

masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlingdung, pendidikan dan 

kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan 

dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Pemahaman utama 

mencakup: 

a) Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan 

pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan 

kesehatan.Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan 

barang-barang dan pelayanan dasar. 

b) Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, 

ketergantungan dan ketidak mampuan untuk berpartisipasi dalam 

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.Keterkucilan 

sosialbiasanya dibedakandari kemiskinan, karena hal ini mencakup hal-

hal politik danmoral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran 

kemiskinan jenis ini lebih mudah dibatasi daripada duagambaran yang 

lainnya 

c) Gambarang tentang kurangnya penghasilandan kekayaan yang 

memadai.Makna”memadai” disisni dapat berbeda-beda melintasi bagian-

bagian politik dan ekonomidi seluruh duinia.Gambaran tentang ini dapat 
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di atasi dengan mencari objek penghasilan diluar profesi secara halal. 

Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. 

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan 

membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan 

yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokokminimum. Berdasarkan kriteria 

ini, maka dikenal kemiskinan absolut degan kemiskinan relative, kemiskinan absolut 

adalah mereka yang tidak mampu memenuhikebutuhan pokok minimum, sedangkan 

komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relative adalah mereka yang memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relative 

mereka masi dibawah rata-rata pendapat masyarakat yang ada disekitarnya 

UUD 1945 menjamin persamaan dihadapan hukum, seperti desubut dalam 

Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan”setiap warga Negara bersama kedudukannya 

didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjungjung hukum dan pemerintahan 

itu dan tidak ada kecualinnya.” Adapun hak didampingi Advokad atau penasehat 

hukumdi ataur dala Pasal 54 KUHAP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau 

terdakwah berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 

selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang di 

tentukan dalam Undang-undang. 

Dalam Al-Qur‟an Didefenisikan seseorang yang dikatakan miskin sebagai 

golongan manusia yang lemah dalam kelompok masyarakat. Sebagai konsep Al-

Qur‟an menempatkan orang-orang miskin sebagai golongan sosial yang perlu di 

bantu,diperlakukan dengan baik  dan diberikan perlindungan. 
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Dalam Al-qur;an surah Al-Balad ayat 15-16 menyatakan: 

ث ةٍ  مْط  ب ش ا ي  ًً  ٚ حِٛ

ث ةٍ أ   حطْ  ْٔ يِؽْكًُِٛب ش ا ي   

Terjemahnya: 

(Kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, 

Atau orang miskin yang sangat fakir 

 

Adapun ciri-ciri mereka yang tergolong miskin sebagai berikut: 

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dasar (pangan, sandang, 

dan papan) 

2) Ketiadaan aksesterhadap  kebutuhan hidup dasar lainya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi) 

3) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga). 

4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individu maupun massal. 

5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam 

6) Ketidaktertiban dalam kegiatan sosial masyarakat 

7) Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencarian yang 

berkesinambungan. 

8) Ketiakmampuan untuk berusahakarena cacat fisik maupun mental. 

9) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita 

korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal 

dan terpencil). 
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Adapun karakter orang miskin 

1) Seseorang memiliki kemanpuan tetapi tidak memiliki kemanpuan, tipe 

karakteristik  ini mengambarkan seseorang/individu yang pada dasarnya 

memiliki kemanpuan untuk melakukkan aktifitas atau kegiatan dalam 

rangka menunjang kehidupan, akan tetapi ia tidak memiliki kemauan 

untuk melakukan kegiatan dalam berbagai kegiatan. 

2) Seseorang memiliki kemauan,  tetapi tidak memiliki kemanpuan, tipe 

karakter ini mengambarkan seseorang yang memiliki semangat, kemauan 

untuk melakukan kegiatan atau aktivitas dalam rangka menunjang 

kehidupannya, tetapi ia tidak memiliki kemanpuan atau keterampilan 

yang dibutuhkan oleh pasar baik dunia industry maupun dunia usaha. 

3) Seseorang memiliki kemanpuan dan memiliki kemauan, tetapi merasa 

dirinya sudah cukup, tipe karakteristik ini adalah seseorang yang 

memiliki kemanpuan serta kemauan dalam melaksanakan kegiatan atau 

aktifitas, tetapi karena merasa sudaah cukup untuk kehidupan seharihari 

hingga tidak mau berusaha lebih keras atau berjuang untuk lebih maju 

dan erkembang. 

4) Seseorang memiliki kemanpuan dan memiliki kemauan akan tetapi tidak 

memiliki peluang kerja. Tipe karakteristik ini pada dasarnya adalah 

seseorang yang sudah memiliki kemanpuan serta kemauan, akantetapi 

kemampuan dan kemauan yang dimilikitidak sesuai dengan pemerintahan 

atau kebutuhan pasar tempat orang terseut berada, sehingga mereka 

menjadi penganggurandan sekaligus miskin. 
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Dari ke empat keunikan karakteristik yang dimiliki untuk masing-masing 

individu miskin, maka yang utama ketidakberdayaan yang mereka alami merupakan 

suatu keterpaksaan. Selain itu, berdasarkan fakta sosial menunjukkan bahwa orang 

miskin dapat terjadi karena berbagai alasan, yaitu miskin adalah karena pilihan, 

misalnya orang-orang yang karena kepercayaan agamanya. Mereka lebih 

mengutamakan persiapan untuk kehidupan akhirat dengan cara mengabaikan 

kepentingan duniawi, tetapi yang terbanyak adalah karena keterpaksaan.
36

 

1. Membantu Orang Miskin 

Tolong menolong sangat dianjurkan dalam islam,terutama menolong orang 

yang emang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, perempuan yang 

suaminya sudah meningga, dan lain-lain. Ada banyak keutamaan menolong dalam 

islam. Bahkan, dalam beberapa hadis disebutkan, pahala yang diberikan kepada orang 

yang suka  membantu orang lain sama seperti pahala jihad.  

Diantara kriteria musim yang baik adalah muslim yang senag tiasa saling tolong 

menolong terhadap sesame, tampa memandang, suku, ras, budaya, dan perbedaan-

perbedaan lainnya. Seperti diisyaratkan dalam hadis ini bahwa membanntu orang-

orang yang membutuhkan bantuan seperti orang miskin janda, dan yang lainnya, 

memiliki kedudukan pahala yang sama layaknya orang yang berjihad dijalan Allah 

SWT. 

Adapun dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah Ayat 33  menyatakan: 

ه   ٙ أ عْ ِ ّ َ ِ إ ىْ  ك  ن  مْ  ل  أ  ىْ  ن  أ  بل   ىْ ل  ِٓ ِ بئ  ً أ ؼْ ِ ىْ ث أ ْ  ج  ْ َ أ  ب  ًَّ ه  ۖ ف  ىْ  ِٓ ِ بئ  ً أ ؼْ ِ ىْ ث  ٓ ْ ئ ِ ج َْ أ  و   ب آز  بل  ٚ  ت  ل  ْٛ ى  غ 

ى   ه  أ عْ  ٔ ضِ  الْْ ضْ  ٔ اتِ   ٔ ب  ً ٌ   انؽَّ ٕ  ً ح  كْ ح ىْ ج  ْ ُ ب ك  ي   ٔ   ٌ س ٔ ج جْ ب   ي 
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Terjemahnya:  

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.Jawablah “Apa saja 

harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum 

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang 

dalam perjalanan” dan apa saja kebaikan yang kamu buat. Maka 

sesunggunhnya Allah maha mengetahuinya.”
37

 

Dalam ayat diatas diketaahui bahwa ada beberapa orang yang kepada mereka 

dianjurkan untuk diberikan infak (nafkah)yaitu orang tua kerabat, anak yatim, orang 

miskin dan musafir yang kehabisan bekal. Penyebutan orang miskin sesudah 

orangtua, kerabat dan anak yatim mengandung arti penting terhadap kedudukan orang 

miskin sebagai golongan manusia yang perlu diberikan infak (nafkah).Bagi mereka 

yang tergolongan dalam kategori keluarga mampu, mempunyai orangtua, kerabat 

yang mampu, dengan sendiri harus memberikan prioritas bantuan terhadap para anak 

yatim dan orang miskin. 

Perbuatan memberi nafkah kepada orang tua, kerabat, anak yatim,orang miskin, 

dan musafir tersebut merupakan perbuatan kebajikan. Kebajikan dalam konteks ayat 

di atas,menurut Sayyid Quthub mengandung pengertian, yaitu 

a) Maksud yang diinfakka itu adalah kebajikan mengandung kebaikan bagi 

pemberi, penerima dan masyarakat, kebajikan itu sendiri adalah yang 

baik, pemberianyang baik, dan sesuatu yang baik 

b) Hendaklah orang memberikaninfak itu memilih yang terbaik dari apa 

yang iya miliki dan berbagai rasa dengan orang lain dalam kebaikan. 

2. Perlindungan bagi orang miskin 

Allah SWT berfirman: Q.S.An-Nisa:135 
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س   نِ ا  ٕ ْ ن ا  ِٔ أ  ىْ  ك  ؽِ ف  َْ أ   ٰٗ ه  ْٕ ع  ن   ٔ  ِ لِلَّّ اء   س   ٓ طِ ش  ؽْ مِ نْ ب ِ ٍ  ث ٛ يِ ا َّٕ ل  ٕا   َٕ ُ ٕا ك  آي    ٍ ٚ صِ َّ ن ب ا  ٓ أ ٚ  ب   ٚ  ۞ ٍِ ْٚ

 ٰٖ  ٕ  ٓ نْ ع ٕا ا ِ َّج ح لا  ج  ۖ ف  ب   ً ِٓ ِ ث  ٰٗ ن  ْٔ أ  بللَّّ   ا ف  ٛطً مِ ْٔ ف  أ  ب  ً ٛ ِ ُ ٍْ غ  ك   ٚ ٌْ ِ إ  ۚ   ٍ ٛ ِ ث ط  لْْ لْ ا  ٔ  ٌْ ِ إ  ٔ  ۚ ٕا  ن  سِ ٌْ ج عْ أ 

ا ٛطً ِ ج ٌ  ذ  ٕ ه   ً عْ ج  ب   ً ِ ٌ  ث ب ٌَّ اللَّّٰ  ك  ِ ئ ٕا ف  ض  طِ ْٔ ج عْ أ  ٔا   ٕ ْ ه  ج 

Terjemahnya:   

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu menjadi orang yang benar-

benar penegak, keadilan,menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapak atau kaum kerabatmu, jika ia kaya janganlah kamu 

mengikuti bahwa nafsukarena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jikakamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka  sesunggunhnya 

Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
38

 

 

4. Siyasah Dusturiyah 

Fiqh adalah pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam sehari, seperti 

praktik-praktik ibadah berdasarkan syariat, yang disebut dalam alqur‟an dan sunnah, 

maka bisa disimpulkan jangkauan fiqh itu sendiri sangat meluas. Fiqh 

pembahasannya mengenai problema-problema di sebuah hukum islam dan peraturan-

peraturan yang terkait dengan keseharian manusia. 

Fiqh banyak  membahas tentang aspek kehidupan manusia, fiqh juga berkaitan 

mengenai hubungan manusia dengan tuhan yang kita sering dengan sebut ibadah, 

hanya bukan tuhan saja tetapi fiqh membahas juga tentang hubungan manusia dengan 

manusia secara keseluruhan umum yang dikatan dengan sebutan mu‟amala. 

Mu‟amalainilah dapat dipercaya kembali adalah Jinayah (Pidanah), Kewarisan 

(Mawaris), perkawinan (Munakahat), Hukum Acara  (Murafa‟at), Hubungan 

Internasional (al-ahkam al-dauliyah), dan Politik atau Ketata Negaraan (Siyasah). 
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Siyasah  biasa dikatan sasa artinya memiliki berarti mengatur, perintah, dan 

urus atupun pemerintah, pembuat kebijakan, dan politik. Sedangkan terminology 

pendapatnya dari Abdul Wahab Khallaf yaitu siyasah adalah aturan undang-undangan 

yang agar dibuat menjaga keutuhan dan ketertiban serta dapat mengatur keadaan. 

Kata Siyasah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki bermakna 

memrintah, urus, dan pengatur. Maka arti Siyasah adalah sesuatuyang mempunyai 

makna tentang mengurus, membuat kebijakan, yang berhubungan dengan 

pemerintahan maupun politik. Sedangkan menurut istilah siyasah sendiri adalah 

memimpin maupun mengatur Negara dengan mengunakan bentuk pengaturan atau 

menggunakan kebijakan yang dimiliki oleh pemilik kekuasaan yang sesuai dengan 

ajaran atau syariat islam untuk merealisasikan kemaslahatan atau kesejahteraan 

masyarakat. 

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah membahas tentang siapa 

pelaksana kekuasaan, siapa sumber kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana 

cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang mempertanggung 

jawabkan kekuasaannya. 

Sedangka kata Dusturiyah  ini bermakna dari bahasa Persia yang memiliki 

makna dusturi. Dulunya memiliki bermakna seseorang yang mempunyai kedudukan 

atau otoritas, baik dalam bidang politik maupun dalam biang agama. Setelah itu kata 

dusturiyah mengalami perluasan dengan menggunakan bahasa Arab yang maknanya 

merupakan asas dasar atupun pembinaan. Sedangkan dalam istilah kata Dusturiyah 

yang memiliki makna kumpulan kaidah yang mengatur tentang dasar dan 

hubungankoordinasi antara sesame anggota masyarakat dalam suatu Negara baik 

yang tidak tertulis ataupun yang tertulis. 
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Dapat diambil kesimpulan bahwasanya pengertian dari siyasah dusturiyah 

merupakan bagian dari fiqh siyasah yang  membahas tentang perundang-undangan 

dalam suatu Negara yang dibahas dalam hal ii juga mengikuti kosep dasar dari 

konstitusi. 

Siyasah Dusturiyah sama seperti undang-undang, pelaksanaan, peraturan, dan 

peraturan daerah,  bidang siyasah dusturiyah dibagi menjadi 4 yaitu: 

Bidang Siyasah Tasyi‟iyah yang merupakan bahasan tentang persoalan perwakilan 

rakyat, hubungan muslim didalamsuatu Negara, seperti Undang-Undang dasar, 

undang-undang pelaksana peraturan, dan peraturan daerah. 

1) Bidang siyasah Tanfidiyah yang membahas tentang persoalan imamah 

attau kepemimpinan seperti bai‟ah, wazaeh, waliy al-ahadi 

2) Bidang siyasah Qadla‟iyyah yang membahs terkait permasalahn 

peradilan. 

3) Bidang siyasah idariyah yag membahas tenttang masalah peradilan 

4) Bidang siyasah idariyah yang membahas masalah terkai dengan 

permasalan administrasi juga kepercayaan.
39

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang 

menggambarkan pola hubungan antara konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema 

atau bagian biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. 

Kerangka ini dimasudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan 

dengan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami 
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Upaya Pemerintahan dalam Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu di 

Desa Leppangang Kabupaten Pinrang.Untuk memperjelas gambaran dari penelitian 

ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi 

penelitian secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagian Kerangka Pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala 

hukum dan masyarakat, dengan gejala menganalisisnya.Agar suatu penelitian dapat 

berjalan degan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan 

tepat. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada judul yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini 

merupakan penelitian kualitati deksriptif, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Sehingga penelitian ini termasuk 

dalam kategori penelitian lapangan (Field research), yakni meneliti peristiwa-

peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Hal ini sesuai dengan defenisi 

penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati. 

Penelitian deksriptif tidak dimasukkan utuk mengambarkan apa adanya suatu 

variabel, gelah atau keadaan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini di Desa leppangang Kabupaten Pinrang. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian diperkirakan kurang lebih satu bulan dan selanjutnya jika 

memungkinkan maka waktunya akan ditambah. 
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C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah batas masalah, yang berisi 

pokok masalah yang masi bersifat umum, yang didasari oleh kepentingan urgensi 

fisabilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga factor keterbatasan tenaga dan 

waktu.
40

 Dalam hal ini, penelitian yang digunakan penulis akan berfokus pada 

Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang Mampu di Desa Leppangang Kabupaten 

Pinrang. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data Kualitatif, karena dalam penelitian ini akan 

menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang dikumpulkan yaitu data 

yang berbentuk kalimat dan tindakan. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

informasi dengan cara melakukan wawancara untuk keakuratan data,  dimana 

informasi diposisikan sebagai sumber data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang 

menjadi sumber data primer terdiri dari masyarakat dan perangkat desa yang terletak 

di Desa Leppangang, untuk mendapatkan data yang diperoleh menggunakan 

informasi dan catatan-catatan mengenai Pengelolaan Bantuan Masyarakat Kurang 

Mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat, dan 

merupakanpendukung dari sumber utama. Data sekunder yang digunakan dalam 
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penelitian ini, terdiri dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan situs internet tentang 

hukumyang berkaitan degan Upayah Pemerintah Dalam Pengelolaan Bantuan 

Masyarakat Kurang Mampu. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langka paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitianadalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti yakni terlibat langsung dilapangan penelitian, 

dengan kata lain bahwa peneliti akan melakukanpenelitian lapangan (field research) 

agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek 

penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data secara pengamatan 

langsung dengan mengunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan atau 

kalau perlu dengan pengecapan yang diunakan untuk menghitung data penelitian.
41

 

Dalam hal ini penelitian menggunakan metode observasi yaitu dengan mengamati 

secara langsung bantuan yang diberikan kepada masyarakat di Desa Leppangan 

Kabupaten Pinrang. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara dapat didefenisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan 

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang 
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berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.  Teknik wawancara merupakan salah 

satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data, 

makawawaancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. 

Wawancara sering disebut sebagai salah satu proses komunikasi dan intraksi. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa wawancara merupakan teknik yang paling efektif 

dalam mencari data yang akurat dari responden.walaupun terdapat kekurangan yaitu 

pada saat responden memberikan keterangan yang bersifat membela diri karena 

menghindari isu negative nantinya. Namun penelitian menyakini dengan komunikasi 

yang baik dan susasana yang menyenangkan akan menimbulkan keterbukaan kepaada 

responden tentang data yang diinginkan oleh peneliti. Adapun yang akan menjadi 

responden dalam penelitian ini yakni, beberapa dari masyarakat dan kepala desa di 

Desa Leppangang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen 

dan pustaka sebagai bahan analisis dan dalam penelitian ini.Metode ini merupakan 

suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah  yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yag 

lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran. Metode ini merupakan pelengkap data-

data tertulis maupun tergambar pada lokasi sehingga dapat membantu peneliti dalam 

mendapatkan dat-data yang lebih objekti dan konkrit. 

F. Uji Keabsahan Data 

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan 

penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam 

pengumpulandata agar data yang diperoleh tidak invalid(cacat). 
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1. Uji Kredibilitas (Credibility) 

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antar temuan dengan apa yang sedang 

di observasi.
42

 Dalam mencapi kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjagan 

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi, diskusi dengan 

teman, analisis kasus negatif, member check. 

2. Uji Dependabilitas (Dependability) 

Uji Dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reabilitas.Penelitian 

kualitatif dikatakan reliable jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang di 

lakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.
43

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat 

aspek-aspek objek penelitian.Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data 

kemudian dianalisis, yakni dengan mendekskripsikan dalam pemahaman data. 

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan dalam lokasi 

penelitian.
44

 

1) Reduksi  Data 

Mereduksi Data berarti merangkum, memili hal-hal yang pokok,memfokuskan 

pada hal-hal yang penting. Reduksi digunakanuntuk menyederhanakandata yang telah 

diperoleh, dengan kata lain memiliki data-data yang dikumpulkan tepat digunakan 

untuk memudahkan dalam menyimpilkan hasil penelitian.
45

 Data yang diperoleh dari 
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lapangan langsung ditulis dengan rinci dan sistematis  setiap selesai mengumpulkan 

data. 

2) Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan 

menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merancanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, dan yang paling 

sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dari verifikasi, setiap kesimpulan yang ditemukan 

masibersifat sementara dan akan berubah bia ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mengdukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
46

 Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-buktiyang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Hasil penelitian yang terkumpul harus diulang kembali dengan mencocokkan 

reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati 

untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Desa Leppangang merupakan desa yang berada di Kecamatan Patampanua 

Kabupaten pinrang. Pada masa kerajaan, dalam perjalanannya Arung atau mangkau 

bersama Abdinya “Singga Beristirahat” yang dalam bahasa daerah bugis 

berarti”aleppang mappesau” karena terkesan dengan keramahan penduduk dan 

kenyamanan serta keamanan di kampung ini. 

Dalam sejarah awal mula terbentuknya Kabupaten Pinrang tercatat pula, bahwa 

dengan berbagai macam pertimbangan kampong ini dipilih sebagai tempat 

mempertemukan para pemimpin pemerintah dalam membicarakan pembagian wilaya-

wilaya pemerintahan. 

Sebagai wujud kebahagian dan kebanggaan tersendiri bagi rakyat kampung 

serta demi mengabadikan sejarah yang kelak akan diwariskan kepada anak cucu, 

maka disepakatilah pemberian nama “Leppangang” yang berasal dari kalimat 

“Alleppang Mappisau”. Selanjutnya dipakai setelah diputuskan Kampung leppangang 

bersama beberapa kampong disekitarnya ditetapkan sebagai satu wilayah 

pemerintahan yang devenif di mana kampong leppangang sebagai pusat 

pemerintahan. 

Awal mula terbentuknya Desa Leppangang mencakup wilayah kampung 

Masolo, Pincara, Sali-Sali, SengaE, Sempang dan Leppangang sendiri namun dengan 

adanya pemekaran desa yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, 

maka kampung yang dulunya masuk wilayah leppangang berdiri sendiri dan 

kampung Leppangang menjadi satu wilayah desa yang devenetif 
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Desa Leppangang termasuk wilayah kecamatan Patampanua Kabupaten 

Pinrang yang berjarak ± 5 Km dari pusat pemerintahan kecamatan Patampanua 

dengan luas wilayah 561,89 Ha yang berbatasan dengan: 

o Sebelah utara desa Pincara 

o Sebelah Timur Kelurahan Tonyamang 

o Sebelah Selatan Desa Mattiro Ade 

o Sebelah Barat Kecamatan Cempa 

Desa Leppangang terdiri dari 2 Dusun Yang meliputi 4 RW dan 8 RT yang 

mata pencaharian pada umumnya Bergerak dibidang Pertanian dengan presentase 

90% bergerak dibidang pertanian dan selebihnya bergerak dibidang jasa dan 

perdagangan. 

1. Deskripsi masyarakat kurang mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang. 

Masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 

berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinana dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar/ ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan komplek. 

Kemiskinan dipahami dengan berbagai cara, ataupun menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah masyarakat 

dalam keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. 

Adapun deskripsi masyarakat kurang mampu di desa Leppangang yaitu: 

1) Keluarga miskin yang dimana lantai rumahnya tanah, dinding ijuk, dan 

atap nipa 
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2) Sakit menahun/mempunyai penyakit 

3) Pendidikan (Tidak Sekoah, Tidak Tamat SD, Tamat SD) 

4) Dampak covid-19 

Adapun Tujuan Bantuan diberikan tersebut adalah: 

a) Membantu masyarakat miskin untuk terus memenuhi kebutuha dasarnya 

b) Mencegah penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan 

ekonomi 

c) Meningkatkan tanggung jawab 

Untuk mengetahui kriteria dalam  penentuan nama-nama bakal calon penerima 

Bantuan di Desa Leppangang peneliti telah melakukan wawancara dengan salah satu 

perangkat desa, Bapak Maslang. SH selaku Sekretaris Desa Leppangang yang suda 

mampu untu menjawab pertanyaan mengenai kriteria penerima salah satu bantuan 

yaitu BLT. Beliau mengatakan bahwa   

“Dalam  rangka menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai dengan 

tepat. Yang mana penerima Bantuan Langsung Tunai merupakan keluarga 

miskin dimana dikatakan miskin yaitu lantai rumahnya tanah, dinding ijuk, atap 

nipa, 1 kali makan dagin dalam setahun, sakit menahun, dan dampak covid-

19”
47

 

Selain dari penjelasan di atas beliau juga menjelaskan bahwa : 

“Dalam penentuan nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai diadakan 

pendataan oleh aparat desa yang secara langsung turun kelapangan. Dari hasil 

pendataan dilakukan”.
48

 

Berdasarkan kriteria yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap sekretaris desa beliau menyatakan bahwa calon penerima Bantuan 

Langsung Tunai adalah keluarga kurang mampu yang tidak terdaftar sebagai 
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penerima program bantuan Terpadu Kesejahteraan Sosial dan memenuhi kriteria 

sebagai berikut: 

a) Tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan 

b) Mengalami kehilangan mata pencaharian 

c) Memiliki anggota keluarga yang rentang terhadap penyakit 

menahun/kronis 

Selain mewawancarai sekretaris desa, peneliti juga melakukan wawancara 

dengan salah satu  masyarakat yaitu Ibu Jadariyah untuk mengetahui lebih detail 

mengenai pemerintah desa sudah tepat dalam menentukan nama-nama penerima 

bantuan langsung tunai di desa Leppangang, beliau mengatakan: 

“Menurut saya, bantuan ini belum bisa dikatakan tepat sasaran, karena ada 

masyarakat yang seharusnya termasuk sebagai penerima bantuan tetapi tidak 

mendapatkan bantuan tersebut”.
49

 

Berbeda halnya dengan pernyataan ibu Patima, mengenai nama penerima 

bantuan beliau mengatakan bahwa: 

“Penerima bantuan sudah tepat sasaran karena sudah diberikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan, dan sebelumnya juga sudah dilakukan 

musyawarah di kantor desa untuk memutuskan bakal penerima bantuan”.
50

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan ada sebagian 

masyarakat yang masi belum menerima keputusan pemerintah desa dalam 

menetapkan nama penerima bantuan karena mereka yang mengaku dirinya sebagai 

masyarakat miskin tidak dapat bantuan tersebut. Sedangkan masyarakat yang 

dianggap mampu justru mendapat bantuan tersebut. 
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Selannjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu penerima 

bantuan untuk mengetahu lebih lanjut apakah dalam menentukan nama-nama 

penerima bantuan di Desa Leppangang sudah tepat, Ibu Hamsiah selaku penerima 

bantuan menyatakan: 

“Bantuan yang diberikan menurut saya sudah sangat membantu bagi 

masyarakat terutama masyarakat seperti saya, saya mendapat abntuan beruapa 

jumalah uang sebesar Rp.600.000 selama 4 bulan lamanya dan jugasebesar 

Rp.300.000 apalagiuntuk memenuhi kebutuhan dasar  seperti didapur dan 

kehidupan sehari-hari”.
51

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa masyarakat, 

mengenai penentuan nama yang ditetapkan sebagai penerima bantuan , peneliti dapat 

menyimpulkan pemerintahan desa sudah menjalankan prosedur sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Namun untuk pemberian bantuan langsung tunai, sebagian 

masyarakat mengeluh tidak mendapat bantuan. Menurut beberapa masyarakat yang 

meneriama bantuan langsung tunai seharusnya diberiakan secara merata karena 

seluruh masyarakat terdampak covid-19 dan dilihat dari kondisi sekarang dimana 

kehidupan sehari-hari makin tinggi sedangkan pengahasilan yang diterima tidak 

tercukupi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakuakan peneliti dan wawancara yang telah 

dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan 

langsung tunai relative tepat sasaran namun berdasarkan pendapat masyarakat yang 

ada pengumpulan data masi belum tepat sasaran sehingga perlu dilakukan observasi 

dan pengumpulan data kembali yang harus dilakukan secara mendalam dengan 

memperhatikan kriteria keluarga miskin secara rinci. Namun pada intinya penyaluran 
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dana tersebut sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya, dimana memang 

seluruh masyarakat Desa Leppangang terkena dampak covid-19 dan kondisi 

masyarakat dimana biaya hidup sehari-hari makin tinggi sedangkan pendapatan yang 

didapat tidak mencukupi namun anggaran dari pemerintah pusat terbatas, sehingga 

tidak semua masyarakat mendapat bantuan tersebut. Berikut nama-nama penerima 

salah satu bantuan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

 

Tabel 4.1 Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2020 

No Nama Pendapatan Alamat 

1 Nuralam Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

2 Hamsia Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

3 Teha Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

4 Tuwo Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

5 P.Cakku Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

 

Tabel 4.2 Daftar nama penerima BLT Desa Leppangang tahun 2021 

No Nama Pendapatan Alamat 

1 Wa Jaba Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

2 Nadi Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

3 Patima Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

4 Mina Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

5 Bambang Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang 

Tabel 4.3 Daftar nama penerima  BLT Desa Leppangang tahun 2022 

No Nama Pendapatan Alamat 

1 Pajja Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

2 Nenek Dae Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

3 Siama Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  
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4 Gusni Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

5 Bambang Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

6 Wak Jaba Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

7 Battiara Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

8 Teha Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

9 Arsyat Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

10 Abd. Salam Adda Rp.300.000.- Untuk 1 Bulan Leppangang  

Sumber data : Bantuan Langsung Tunai Desa Leppangang, Kantor Desa 

Leppangang 

Penentuan nama-nama yang berhak mendapatkan program bantuan Langsung 

Tunai adalah mereka yang termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan langsung 

tunai. Adapun kriteria dan tolak ukur atau standar pengukuran dalam menentukan 

pilihan, salah satunya adalah kemiskinan. 

Kemiskinan memiliki banyak arti. Defenisi kemiskinan setiap berbeda-beda. 

Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman dahulu hingga sekarang ini 

tentu sangat berbeda. Secara umum, kemiskinan biasanya didefenisikan sebagai 

sejauhmana seseorang atau individu tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. 

Dengan kata lain, seseorang dianggap miskin jika kondisi ekonomi rumah tangganya 

tidak stabil sehingga kebutuhan dasar tidak terpenuhi yang layak tidak tercapai. 

Kemiskinan mempunyai ciri, antara lain: 

1) Kurang mampu memenuhi kebutuhan komsumsi dasar ( pangan, sandang, 

dan papan) 

2) Tidak mendapatkan akses dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar 

lainnya (kesehatan, pendidikan, rumah, air bersi,dan transparansi). 
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3) Tidak adanya jaminan mengenai masa depan  (kurangnya biaya 

pendidikan dan keluarga). 

4) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan  sumber daya 

alam 

5) Tidak ada akses dalam rangka kerja dan mata pencaharian yang 

berkelanjutan. 

6) Kurang mampu untuk berusaha akibat cacar fisik juga mental 

7) Tidak mampu dalam keberuntungan sosial ( anak terlantar, wanita korban 

kekerasan rumah tangga, janda miskin). 

Diketahui bahwa program Bantuan Langsung Tunai tidak secara langsung 

berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin, atau meningkatkan daya 

beli masyarakat secara maksimal, namun program tersebut membawa manfaat bagi 

mereka. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneiti terhadap 

salah  satu masyarakat yang mendapatkan bantuan yaitu Ibu Nadi, Ia mengatakan 

bahwa: 

 

“Bantuan yang diberikan menurut saya sudah sangat membantu bagi 

masyarakat terutama masyarakat seperti saya, saya mendapat abntuan beruapa 

jumalah uang sebesar Rp.600.000 selama 4 bulan lamanya dan jugasebesar 

Rp.300.000 apalagiuntuk memenuhi kebutuhan dasar  seperti didapur dan 

kehidupan sehari-hari”.
52

 

 

Selain pendapat dari Ibu Nadi , peneliti juga mewawancarai Bapak Bambang, ia 

mengatakan bahwa: 

 

                                                           
52

 Nadi, Masyarakat Desa Leppangang, Kabupaten Pinrang, Wawancara di Leppangang, 02 

November 2022. 

 



58 

 

 

 

“Bantuan yang saya dapatkan membantu apalagi ditengah pandemi seperti ini 

dan biaya hidup semakin tinggi, karena kurangnya pendapatan dan penghasilan 

membuat saya bingung mendapatkan penghasilan, dengan bantuan ini saya bisa 

memenuhi kebutuhan dasar saya walaupun belum sepenuhnya maksimal”.‟
53

 

 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai ini sangat 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam melangsungkan 

hidup meskipun uang yang didapat tidak seberapa haya bisa digunakan untuk 

mendasar saja,tetapi setidaknya memenuhi kebutuhan sebagian. Dampak dari 

pandemic covid-19 ini memang sangat menimbulkan penurunan perekonomian 

masyarakat yang sangat drastis sehingga mampu membuat masyarakat kebingungan 

mencari nafkah untuk memenuhikebutuhan hidupnya. 

Peneliti juga mewawancarai ibu Gusni, salah satu masyarakat desa leppangang 

yang menerima bantuan langsung tunai,beliau mengatakan bahwa”. 

 

“Saya adalah seorang janda, sehingga saya menjdi penerima bantuan . Bantuan 

ini sangat membantu saya, uangngnya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-

hari”.
54

 

 

Selain informasi di atas, peneliti juga mewawancarai nenek dae  selaku 

penerima bantuan dalam kategori Lansia, beliau mengatakan bahwa” 

 

“Program bantuan ini sangat membantu, uang yang saya terima sebesar 

Rp600.000 saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak banyak 

setidaknya cukup membantu apalagi keadaan sehari-hari makin meningkat”
55
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Berdasarkan dari hasil wawancara masyarkat yang dilakukan oleh peneliti, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa program bantuan langsung tunai ini sangat 

membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam melangsungkan 

hidup. 

Selain dari dampak positif yang ditimbulkan dalam program Bantuan Langsung 

Tunai, ada beberapa kelemahan yang membuat program Bantuan Langsung tunai 

tersebut yang masih mendapat asumsi miring dari sebagian masyarakat. Misalnya 

dalam proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah yang dianggap sudah 

dilakukan secara mendetail tetap masih ada dari masyarakat itu sendiri menganggap 

bahwa pendataan tersebut  perlu diulang dikarenakan ada masyarakat yang dianggap 

mampu tetap mendapatkan BantuanLangsung Tunai tersebut. Seperti yang dinyatakan 

oleh Ibu Jadariyah, beliau mengatakan bahwa: 

 

“Seharusnya masyarakat yang benar-benar miskin yang dapat, tapi pada 

kenyataannya terdapat beberapa orang yang bisa dikatakan mampu masih 

mendapat, dan saran saya seharusnya pemberian bantuan langsung tunai ini bisa 

didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar memerlukan”
56

 

 

Pernyataan diatas merupkan menurut pandangan tersendiri terhadap penerima 

BLT. Terwujudnya kesejahteran rakyat di tandai dengan meningkatnya kualitas hidup 

yang layak dan bermanfaat serta tercukupnya kebutuhan dasar, yaitu sandang pangan, 

kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Dengan adanya program ini akan membaw 

dampak positif terhadap peningktan kesejahteraan masyrakat. Walaupun tidak 

sepenuhnya maksimal dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan masih jau 

belum kategori cukup untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi.  
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2. Bentuk kebijakan pengelolaan bantuan masyarakat kurang mampu di Desa 

Leppangang Kabupaten Pinrang. 

Adapun bentuk kebijakan pengelolaan bantuan yang diberikan kepada 

masyarakat kurang mampu di desa Leppangang Kabupaten Pinrang. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Bapak Sekretaris Desa yaitu salah satunya dengan cara: 

1) Menganggarkan pelatihan UMKN,  menyertakan modal bagi pelaku UMKN 

melalui Bumdes  

(Contoh :Menjahit, Bikin Kue) 

2) Memberikan informasi atau penjelasan kepada masyarakat ketika dia dialihkan 

kebantuan lain atau menunggu untuk mendapatkan tahun depan lagi, yang 

tadinya masyarakat menerima bantuan. lalu tidak menerima. Dikarenakan 

adanya perubahan pendataan setiap tahunnya  

3) BLT 

Teknik dan alur yang digunakan dalam proses pendataan calon penerima 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak ditentuka sendiri oleh pemerintah  desa tetapi 

dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan pendataan dilakukan 

secara transparan, adil serta mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan bapak Sekretaris Desa Leppangang 

 

“Setiap pendataan yang dilakukan harus sesuai dengn ketetapan pemerintah dan 

tiap adanya unsur-unsur apapun dalam proses pendataan, dan semua hasil 

pendataan yang dilakukan adalah murnidari proses pendataan tang dilkukan 

secara terbuka,selain itu setiap prosesyang dilakukan di pertanggung jawabkan 

secara tertulis maupun tidak”.
57
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Adapun beberapa permasalahan yang muncul selama bantuan dijalankan di 

desa leppangang Kabupaten Pinrang menurut sekretaris desa Leppangang: 

  

“Banyak dan bagaimana caranya kita pemerintah desa menanggapi hal-hal yang 

negatif terhadap pemerintah desa yang bisa diterima oleh masyarakat setempat. 

Contohnya: Kenapa  bisa dia terima  saya tidak terima dan sedangkan saya juga 

termasuk miskin. Lalu kami jelaskan melalui syarat dan keputusan rapat 

bersama kepala desa, BPD, Tokoh masyarakat, masyarakat, tokoh pemuda. Dan 

hasil musyawarah tidak ada wewenan kepala desa yang memutuskan (tidak 

berhak). Serta verifikasi ditinjau dari ujun selatan-utara data siapa-siapa yang 

bisa menerima 40% kalau Leppangang 25%, pada tahun 2020 jumlah Kartu 

Keluarga sebayak 62 Kartu Keluarga, pada tahun 2021 jumlah Kartu Keluarga 

sebanyak 58 Kartu Keluarga, dan pada tahu 2022 jumlah Kartu  Keluarga 

sebanyak 82 Kartu Keluarga”.
58

 

 

Berikut beberapa mekanisme pendataan keluarga miskin sebagai calon 

penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT): 

a. Pengumpulan data 

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang meliputi masyarakat desa 

berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 

2. Kepala Desa membentuk tim pendataan keluara miskin calon penerima 

Bantuan Langsung Tunai. 

b. Proses Verifikasi 

Dalam proes verifikasi persyaratan untuk menerima Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) adalah sebagai berikut: 

1. Keluarga miskin penerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak 

tetapkan sebagai calon peerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
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2. Masyarakat miskin serta perempuan yang berkedudukan sebagai kepala 

kepela keluarga, masyarakat lanjut usia,  penyandang disabilitas, 

diprioritaskan. 

Pemerintah Desa Leppangang dalam mewujudkan Pengelolaan Bantuan yang 

dilaksanakan sesuai dengan akuntabilitas, penetapan nama-nama calon penerimah 

telah dilakukan secara akuntabel atau akuntabilitas. Hal ini dibuktikan dengan 

observasi langsung dan pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa 

mengenai penetapan nama-nama bakal calon penerima Bantuan Langsung Tunai. 

Selain itu juga dilakukan dengan musyawarah antara masyarakat, tokoh 

masyarakat, dan aparat pemerintah yang dilakukan secara terbuka di balai Desa 

Leppangang, Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yang sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada sekretaris desa, ia mengatakan bahwa: 

 

“Kami melakukan musyawarah bersama untuk menentukan bakal calon 

penerima bantuan agar tidak adanya kecurigaan tentang penentuan nama yang 

menerima bantuan tersebut”.
59

 

 

Musyawarah yang dilakukan masyarakat dengan aparat desa dalam  

menentukan nama calon penerima Bantuan sangat penting. Hal ini dilakukan guna 

untuk mengantisipasi kecurigaan dan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah desa. 

3. Persfektif Siyasah Dusturiyah terhadap pengelolaan bantuan masyarakat kurang 

mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang. 
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Fiqh Siyasa termasuk ilmu yang mempelajari tentang urusan umat atau 

masyarakat dalam Negara yang berkaitan dengan proses pengaturan kebijakan 

pemerntah dalam mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan umat melalui syriat-

syariat islam. Objek pembahasan fiqh siyasah sendiri ialah pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh halihwal kenegaraan dari segi 

persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan 

manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pembagian Fiqh Siyasah menurut pola 

hubngannyaantar manusia yang menurut syariat dibagi menjadi tiga yaitu Fiqh 

Siyasah Dusturiyah, Fiqh Siyasah Dauliyyah dan Fiqh Siyasah Maliyyah. 

Penelitian ini lebih condong dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah bidng Siyasah 

Tanfidiyah yang membahas tentang persoalan imamah atau kepemimpinan seperti 

bai‟ah, wazarah, waliy al-ahadi. 

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas serta 

komleks,namun secara disiplin ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan: 

1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban 

2) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya 

3) Persoalan waliyul ahdi 

4) Persoalan bai‟at 

5) Persoalan perwalian 

6) Persoalan ahlul halli wal aqdi 

7) Persoalan wuzaroh dan perbandingannya 

Jadi poin yang nomor dualah (2)  yang berkaitan dengan judul skripsi ini 

dimana membahas tentang persoalan rakyat,statusnya, dan hak-haknya. Dimana 

rakyat membutuhkan pemimpin yang transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan 
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pemerintahan desa agar status dan hak-hak rakyat dapat berjalan dengan baik 

sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera. 

Untuk merealisasikan kemaslahan bagi umat atau masyarakat dalam suatu 

Negara maka harus terpenuhinya hak-hak rakyat oleh imamahnya atau oleh setiap 

rakyat adalah: 

1) Mendapat perlindungan terhadap hidupnya, kehormatannya,dan hartanya 

2) Perlindungan terhadap kebebasan secara pribadi 

3) Kebebasan dalam menyatakan pendapat dan keyakinan. 

4) Terjaminnya kebutuhan pokoknya, dengan tidak membedakan kelas dan 

kepercayaan 

Dari pemaparan di atas sudah jelasbahwa imamah memilki kewajiban untuk 

memenhi hak-hak dari rakyat dalam menjamin kebutuhan pokok rakyat kecil, maka 

pemerintahan mengeluarkan berbagai bantuan  untuk mencukupi dan membuatnya 

menjadi maslahat. 

Maslahat sendiri merupakan lawan dari kerusakan atau keburukan, sedangkan 

menurut etimologi ialah suatu yang baik yang memilikimanfaat.edangkan menurut 

Imam Al-Gazali menyatakan maslahat merupakan suatu usaha untuk meraih dan 

mewujudkan manfaat atau menolak kemudaratan. Kemaslahatan disiniadalah untuk 

memelihara akal,agama, harta, jiwa dan keturunan. Dengan terjaminnya  kelima hal 

diatas maka akan terwujudnya kemaslahatan  lahir dan batin bagi semua individu baik 

di didunia akhirat. 

Rasululloh perna membut keputusan, perencanaan, atau alat pelaksanaan untuk 

kemaslahatan, contohnya upayah rasululloh menyatukan golongan Ansor dan 

muhajirin. 
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Dalam hal ini juga terdapat kaidah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah 

untuk kemaslahatan rakyatnya, berbunyi: 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat 

atau yang bisa mendatangkan kebaikan”. 

 

Maka dalam hal ini  semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah  haruslah 

mengandung maslahat dan manfaat  bagi masyarakat. Saat membuat kebijakan 

pemerintah  harus melaksanakan, menilai,  mengorganisasikan dan mengevaluasi agar 

kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan, jika kebijakan tersebut menimbulkan 

kemudharatan maka haruslah dihindari atau dihapuskan. 

Adapun kebijakan yaitu menganggarkan UMKN, memberikan informasi 

kepada masyarakat ketika adanya perubahan yang awalnya menerima bantuan lalu 

tidak mendapatkan bantuan dan memberikan bantuan BLT. 

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya. 

Kesejahteraan soasil dalam al-qur‟an memiliki istilah yang maknanya luas dan 

mendalam, juga menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar ialah 

dengan istilah al-falah yang melahirkan istilah al-muflihin. Yang secara bahasa kata 

al-falah memiliki arti kesuksesan, keberuntungan, kelestarian dalam kenikmatan dan 

kebaikan. Secara harfiah menyatakan bahwa al-dfalah memiliki dua arti, yaitu arti 

secara duniawi dan akhirat. Secara duniawi memiliki arti mendapat atau memperoleh 

keberuntungan yang di tandai dengan mendapatkan segala hal yang membuat 

kehidupan membaik dan juga menyenangkan sebab adanya keseimbangan, serta 

berkecukupan. Sedangkan dalam kontek akhirat dibangun dengan empat penyangga, 

seperti kehidupan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan, pengetahuan tanpa 

mengalami kebodohan, maka dapat diartikan bahwa aka nada kehidupan yang 

sempurna kecuali akhirat. 
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Kesejahteraan sosial tidak lepas dari yang namanya kemiskinan, sedangkan di 

Indonesia sebagai Negara berkembang menyatakan kemiskinan merupakan suatu 

masalah, sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa program bantuan untuk 

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Negara Negara maju 

menyebutkan kesejahteraan soail dengan jaminan sosial dan bantuan sosial yang 

dikhususkan kepada masyarakat yang kurang mampu, salah satu dari program yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia adalah program BLT. 

Peraturan menteri keuangan nomor 190 tahun 2022 ini Tentang Pengelolaan 

Dana Desa yang di mana merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk 

mengalikasikan dana transfer kedesa dalam APBN sebagaimana di nyatakan dalam 

pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

desa.Serta Undang-Undang No 6  Tahun 2014 yaitu pasal 4 yang berbunyi salah satu 

tujuan ditetapkannya undang-undang desa adalah memajukan perekonomian 

masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.  Peraturan ini 

dikeluarkan untuk mengatur bagaimana proses awal program BLT , dari proses 

penyaluran sampai dengan pendamping program, dimana progm ini bertujuan untuk 

meningkatan kesejahteraan masyarakat tingkat bawah dengan melihat tiga komponen. 

BLT memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang dikhususkan kepada 

keluarga dan/atau orang miskin yang rentan dan tercatat dalam data terpadu  program 

penganangan fakir miskin, namun  dalam proses penyaluran BLT di desa Leppangang 

masi ada yang belum tepat sasaran, padahal sudah diatur dalm peraturan mentri 

keuangan  nomor 190 tahun2022,yang tujuannya untuk kesejahteraan justru 

menimbulkan masalah baru yaitu tentang keadilan, dijelaskan dalamAl-qur‟an surah 

An-Nisa ayat 58. 
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ا ثِبا ْٕ  ً ٌْ ج حْك  ٍ  انَُّبغِ ا  ْٛ ح ىْ ث  ًْ ك  اِش ا ح   ٔ بۙ   ٓ هِ ْْ ٗ ا 
ثِ اِنٰٰٓ ُٰ ا الْا يٰ زٔ  ٌْ ج ؤ  ك ىْ ا  ط  ٌَّ اللّٰه  ٌَّ اللّٰه  ٚ أيْ  ّٖ ۗ اِ ٚ عِظ ك ىْ ثِ ب  ًَّ ٌَّ اللّٰه  َعِِ نْع سْلِ ۗ اِ

ْٛطًا ْٛعًبۢ ث صِ ًِ ٌ  ؼ  ب  ك 

Terjemahannya: 

“Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabilah kamu menetapkan hukum diantara manusia 

hendaknya kamu menetapkannya dengan adil, sungguhnya, Allah sebai-baik 

yang memberikan pengajaran kepadamu, sesungguhnya Allah maha mendengar 

lagi maha melihat”.
60

 

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa pemerintah yang telah diamati oleh rakyat, 

sehingga pemegang konstitusi disuatu Negara  harus berbuat seadil-adilnya terhadap 

rakyatnya, sehingga pemerintah tidak boleh membeda-bedakan dalam hal apapun 

kepada masyarakat. 

Menurut islam keadilan atau adil merupakan tidak memiliki, sama rata, sama 

berat, sepatutnya, tidak berat sebelah dan tidak sewenang-wenang. Adil terhadap 

manusia atau individuadalah keadilan dengan memberikan hak sesuai dengan apa 

yang harus diterima, dengan kata lain individu disini adalah yang akan menjadi 

masyarakat, maka mereka layak  untuk haknya namun tidak merampas hak orang 

lain.  

Sedangkan dalam BLT sasaran utamanya merupakan keluarga dan/atau 

seseorang yang miskin,janda dan tua rentan, Miskin sendiri adalah orang yang tidak 

                                                           
60

 Kementrian Agama RI, Al-qur‟an Al-karim dan Terjemahannya, (Surabayah: Halim 

Publishing dan Distributing, 2013) 
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memiliki harta yang hidupnya serba kekurangan, dan tingkat penghasilan sangat 

rendah. Miskin sendiri yang akan mengakibatkan kemiskinan atau keadaan seseorang 

maupun kelompok yang tidak mampu atau keadaan kekurangan yang absolut 

(tiadanya kebutuhan pokok untuk bertahan hidup). 

Dalam proses penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa 

Leppangang Kabupaten Pinrang sudah tepat sasaran namun disini pemerintah desa 

harus memberikan penjelasan kepada masyarakat yang kurang paham tentang 

peraturan-peraturan atau syarat-syarat yang berhak menerima bantuan,agar 

masyarakat yang tadinya menerima lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau 

dia di alihkan ke bantuan lain atau tahun depan dia bisa menerima. Maka dalam 

penyaluran program bantuan langsung tunai ini sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian 

Masyarakat sejahtera merupakan masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran 

utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikn, mampu 

mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasiitas kesehataan. Namun 

tingkat kesejahteraan disetiap daaerah itu berbeda. Perbedaan ini dikarenaan oleh 

beberapa hal salah satunya pendapatan yang dihasikan setiap masyarakat itu sendiri. 

Pemerintah desa menggunakan aspek fundamental untuk menjalankan 

pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu: 

1) Partisipasi (Participation) 

Partisipasi (Participation) yakni keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun 
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yang menjadi partisipasi yaitu antara pemerinta desa dengan masyarakat 

setempat sehingga masyarakat atau pemerintah desa itu sendiri yang 

mempunyai pendapat, dapat di ajukan apakah baik atau tidak. Sehingga saran 

ataupendapat dari masyarakat dengan aparat pemerintah desa dapat disimpulkan 

mana baiknya. 

2) Penegak Hukum (Rule Of Low) 

Penegak Hukum (Rule Of Low), yaitu kerangka aturan hukum yang adil 

dan dilaksanakan dengan tidak pandang bulu. Adapun yang menjadi penegak 

hukum disini adalah tidak ada yang berhak sebenarnya disini untuk siapa saja 

yang mengatur karena keputusan atau  hasil musyawara karena kepala desa atau 

pemerintah desa tidak berhak menentukan sendiri siapa yang berhak menerima 

bantuan. 

3) Transparansi (Transparency) 

Transparansi (Transparency), yaitu keterbukaan (oppenes) pemerintah 

dalam  memberikan  informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan 

sumber daya publik kepada pihak pihak yang membutuhkan informasi. Adapun 

yang dimaksud disini adalah pemerintah desa dalam melakukan pendatan 

penerima bantuan dan penerimaan bantuan harus dilakukan secara langsung di 

rumah penerima bantuan tersebut. Agar pendataan dilihat langsung apakah 

masyarakat ini berhak mendapatkan bantuan atau tidak dan supaya saat 

pemberian bantuan dilakukan sudah tepat sasaran karena pendataanya 

dilakukan dengan baik dan transparansi. 
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4) Kesamaan (Equality) 

Kesamaan (Equality), yakni adanya kesempatan yang sama bagi semua 

warga Negara tampa perbedaan gender dan sebagainya untuk meningkatkan 

kesejahteraan mereka sendiri. Adapun yang dimaksud yaitu tidak membeda-

bedakan siapa yang berhak atau tidak berhak Karena semua masyarakat 

mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. 

Dan saling membantu antara masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang 

membutuhkan sehingga masyarakat yang ada didesa tersebut sejahtera 

5) Efektifitas dan efesien (Effecveness and Effecien) 

Efektifitas dan efesien (Effecveness and Effecien), yakni 

penyelenggaraan Negara harus menghasilkan dengan apa yang dikehendaki 

dengan menggunakan sumberdaya secara maksimal mungkin. Adapun yang 

dimaksud yaitu bagaimana pemerintah desa menganggarkan peatihan UMKN 

dengan menyertakan modal bagi pelaku UMKN melalui BUMDES yaitu salah 

satunya (menjahit dan bikin kue), sehingga dapat membantu masyarakat. Dan 

masyaraat dapat menyalurkan bakat atau kemanpuannyamasing-masing 

sehingga mendapatkan hasil untuk membantu kehidupan sehari-harinya seperti 

sandang, pngan, danpapan. 

6) Akuntabilitas (Accuntability) 

Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung 

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan isi organisasi dalam  

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya,melalui suatu 

media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Adapun yang 

di maksud disini adalah tanggung jawab pemerintah desa memberikan bantuan 
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yang tepat sasaran, tidak membeda-bedakan. Sehingga pelaksanaan dalam 

pemerintahan desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang baik oleh 

pemerintah-pemerintah yang ada didesa tersebut. 

7) Visi strategi (Strategic Vision) 

Visi strategi (Strategic Vision), yakni pemimpin dan  publik harus 

memiliki perspektif  Good Governance dan pengembangan  manusia yang luas 

dan jauh kedepan sejalan dengan kebutuhan pembangunan. Adapun yang 

dimaksud yaitu pemerintah desa mempunya visi kedepannya bagaimana 

caranya agar masyaraat yang membutuhkan bantuan dapat terpenuhi, sehingga 

visi yang dia punyai dapat terlaksana dengan baik 

Jadi yang menjadi poin utama dalam skripsi ini adalah Transparansi dan 

Akuntabilitas yang dimana pemerintah transparansi dalam melakukan pemberian 

bantuan dan akuntabilitas (tanggung jawab) dalam memberikan bantuan 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Leppangang untuk 

menanggulagi kemiskinan yaitu: 

1) Melakukan pelatihan UMKN seperti menjahit, bikin kue dan lain 

sebagainya. 

2) Mengajak parah pemuda untuk melakukan kegiatan yang dapat 

menghasilkan 

3) Memberikan bantuan secara langsung 

4) Memberikan subsidi ke masyarakat 
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Adapun upaya pemerintah desa dalam mengatasi masalah pengaduan adanya 

penyaluran yang tidak sesuai yaitu: Menjelaskan apa yang harus dan apa yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah desa. 

Adapun media yang digunakan untuk kelancara komunikasi pelaksanaan 

bantuan (BLT) yaitu: 

1) Mendatangkan langsung perangkat desa 

2) Mendatangkan langsung kepala dusun 

3) BPD 

4) Tidak melalui media  

Berdasarkan beberapa poin di atas maka untuk mengatasi masyaraka kurang 

mampu maka diperlukan 

1) Pemerintah Desa yang Transparansi 

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi 

pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengigat pemerintahan saat 

memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi 

orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa 

yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. 

Dengan demikian transparansi menjadi sangat penting dalam pemerintahan desa agar 

dapat menjalankan pemerintan yang baik. 

2) Pemerintah Desa yang Akuntabilitas 

Akuntabilitas menjadi sangat penting pula bagi pelaksanaan  pemerintahan desa 

yang baik. Mengigat pemerintahan desa bertanggung jawab saat  mengambil berbagai 

keputusan penting yang berdampak bagi masyarakat itu sendiri. Karena akuntabilitas 
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adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab,dan 

menerangkan kinerja sertatindakan seseorang ada huum pimpinan suatu organisasi 

kepada pihak yang memiiki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggung jawaban. 

3) Masyarakat sejahtera 

Masyarakat sejahtera merupakan harapan dan cita-cita  semua orang. Namun 

untuk mewujudkan harapan tersebut butuh upayah yang maksimal dari berbagai 

komponen yang mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu 

pemerintah desa sangat berprang penting dalam sebuah desa untuk membantu 

masyarakat yang membutuhkan bantuan agar menjadi masyarakat yang sejahtera. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan dari hasil pengamatan yang telah dilakukan dan proses analisis 

yang telah di buat dalam skripsi ini, yang membahas tentang “Pengeolaan Masyarakat 

Kurang Mampu di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang”. Maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, di Desa Leppangang 

Kabupaten Pinrang deskripsi masyarakt kurang mampu yaitu keluarga miskin 

yang dimana lantai rumahnya tanah, dindingnya terbuat dari ijuk dan atap 

rumahnya terbuat dari daun nipa, sakit menahun, dampak covid-19, dan 

sebagainya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah Desa 

Leppangang dalam bentuk kebijakan pengelolaan bantuan yang diberikan 

kepada masyarakat suda dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas, yang 

dimana keputusan dilakukan secara musyawarah yang dihadirih oleh 

pemerintah desa maupun masyarakat desa, observasi yang dilakukan juga 

secara terbuka. Adapun kebijakan yaitu menganggarkan UMKN kepada 

masyarakat melalu BUMDES, Memberikan informasi atau penjelasan kepada 

masyarakat ketika dia dialihkan kebantuan lain atau menunggu untuk 

mendapatkan tahun depan lagi, yang tadinya masyarakat menerima bantuan. 

lalu tidak menerima. Dikarenakan adanya perubahan pendataan setiap 

tahunnya, dan memberikan bantuan yaitu BLT 
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3. Hasil analisis siyasah dusturiyah menyatakan bahwa dalam proses penyaluran 

Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Leppangang Kabupaten Pinrang 

sudah tepat sasaran namun disini pemerintah desa harus memberikan penjelasan 

kepada masyarakat yang kurang paham tentang peraturan-peraturan atau syarat-

syarat yang berhak menerima bantuan,agar masyarakat yang tadinya menerima 

lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau dia di alihkan ke bantuan lain 

atau tahun depan dia bisa menerima lagi. Maka dalam penyaluran program 

bantuan langsung tunai ini sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk 

mensejahterakan masyarakat. 

B. Saran 

Sehubungan dengan pembahasan masalah skripsi di atas maka untuk 

mengoptimalkannya dapat mengajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan dari tercapainya masyarakat yang sejahtera. 

1. Pemerintah Desa Memberikan penjelasan yang lebih mudah kepada masyarakat 

apalagi kepada masyarakat yang sudah tua, tentang peraturan-peraturan atau 

syarat-syarat yang berhak menerima bantuan,agar masyarakat yang tadinya 

menerima lalu tidak menerima lagi dapat memahmi kalau dia di alihkan ke 

bantuan lain atau tahun depan dia bisa menerima lagi 

2. Menyediakan kotak saran kepada masyarakat karena ada sebagian masyarakat 

yang tidak bisa megungkapkan sarannya, sehingga dengan adanya kotak seran 

masyarakat bisa mengungkapkan pendapat atau saran-sarannya. , yang tadinya 

dia hanya mengungkapkan lewat tetangga-tetangganya karena tidak berani 

mengungkapkan ketika sedang dilakukan musyawarah di kantor desa. 
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